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ABSTRAK 

 
 

GLADIS LAMORAHAN. H1118076. PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA 

KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (STUDI KASUS POLRES GORONTALO 

KOTA) 

 

Tujuan penelitian ini: (1) untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana 

kekerasaan seksual terhadap anak (Sudi Kasus Polres Gorontalo Kota), dan (2) 

untuk mengetahui faktor yang menghambat penegakan hukum tindak pidana 

kekerasan seksual terhadap anak (Studi Kasus Polres Gorontalo Kota). Metode 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Non Diktronal 

yang mana penelitian ini di asumsikan untuk melihat langsung kejadian yang 

terjadi di tengah-tengah masyarakat. Hasil penelitian ini menunujukan bahwa: (1) 

penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak adalah harus 

dilakukan laporan polisi secepatnya guna melakukan penegakan hukum dan yang 

kedua adalah pelimpahan berkas perkara (penuntutan) dalam artian dalam kasus 

tindak pidana kekerasan dilaksanakan dengan dua cara yaitu melalui pengadilan 

dan diluar pengadilan serta upaya rehabilitasi untuk memulihkan kembali 

psikologi anak yang menjadi korban kekerasan seksual. (2) Faktor yang 

menghambat penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak 

faktor penegakan hukum dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum, 

dibutuhkan profesionalitas seorang penegak hukum untuk mengungkapkan 

kasus-kasus yang terjadi terhadap anak dan faktor masyarakat yakni saksi 

menjadi kendala utama dikarenakan masyarakat tidak mau melibatkan diri 

sebagai saksi. Pneelitian ini merekomendasikan bahwa: (1) penegakan hukum 

tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak adalah harusnya dilakukan laporan 

polisi secepatnya agar pelaku dan korban mendapatkan kepastian hukum dan 

sanksi, dan (2) diperlukannya edukasi oleh pemerintah daerah untuk memerangi 

perilaku tindak pidana kekerasan seksual. 

 
Kata kunci: penegakan hukum, tindak pidana, kekerasan seksual, anak 

  



 
 

ABSTRACT 

 
 

GLADIS LAMORAHAN. H1118076. LAW ENFORCEMENT OF CRIMINAL ACTS OF 

SEXUAL VIOLENCE AGAINST MINORS (A CASE STUDY AT GORONTALO CITY SUB-

REGIONAL POLICE) 

 

The purposes of this study are: (1) to find the law enforcement of sexual violence 

against minors (a case study at Gorontalo City Sub-Regional Police), and (2) to 

know the factors that hinder law enforcement of sexual violence against children 

(a case study at Gorontalo City Sub-Regional Police). The research method used in 

this study is Non-Doctrinal research, assumed to see directly the events that occur 

in society. The result of this study shows that: (1) Law enforcement of criminal acts 

of sexual violence against minors is that first, a police report must be made as 

soon as possible to carry out law enforcement and second, the submission of case 

files (prosecution) in the sense that in cases of criminal acts of violence carried 

out in two ways, namely through court and out of court and rehabilitation efforts 

to restore the psychology of minors as victims of sexual violence. (2) Factors that 

hinder law enforcement of sexual violence against minors are law enforcement 

factors. In carrying out their duties as law enforcers, the professionalism of a law 

enforcer is needed to reveal cases that occur against minors, and community 

factors, namely witnesses, are the main obstacle, because people do not want to 

involve themselves as witnesses. This study recommends that: (1) law 

enforcement of criminal acts of sexual violence against minors is that the police 

reports should be made as soon as possible so that perpetrators and victims get 

legal certainty and sanctions, and (2) education is needed by the local government 

to combat the behavior of criminal acts of sexual violence. 

 

Keywords: law enforcement, criminal act, sexual violence, minors 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar BelakangMasalah 

Indonesia adalah negara hukum (Rechtaat) yang mana selalu 

mengedepankan nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi, nilai-nilai 

konstitusi yang dimaksud adalah nilai-nilai yang diaturdalamundang-undang 

yang mengedepankansetiapperilakuharusdilandasidengannormahukum yang 

berlaku, apabilakitamelihatpengertian negara hukum yang diugkapkan oleh 

JimlyAssidiqbahwa negara hukumadalah negara yang 

senantiasamengedepoankannilai-nilaihukumdalamberperilaku dan 

tidakberdasarkankekuasaandalammenjalankansistempemerintahan yang ada, 

dalammelindungimasyarakatnyasebuahpemerintahselalumengedepankanatu

aranhukum yang berlakuuntukmengaturnya 

Berbicaramengenaiaturanhukumhampirsemuaperilakumanusiadiindon

esia yang bertetangandenganhukumsemuanyamemilkisanksipidana dan 

memilkiaturan yang jelas, 

sepertihalnyadengantindakpidanakekersanseksualterhadapanak,perlindunga

nhukumtentanghak-hakanak,  

perlunyapemberianperlindunganterhadapanakadalahhal yang paling 

pentinguntukkemajuansebuahbangsa, perlindungan yang paling 

urgendisiniadalahperlindungandalambentukpemberianhak-

hakanakyaituanakberhakmendapatkankesehatan, pendidikan dan 

pendampingan orang tuadalamtumbuhkembangnya. 



 
 

Tumbuhkembanganakdimulaidarisegipendidikan, 

baikpendidikansecara formal maupunpendidikansecara informal. Pendidikan 

secara formal 

adalahpemberianjaminanpendidikansecarabermutubagianakmelaluibangkuse

kolah, sedangkanperlindunganpendidikansecara informal 

iyalahpemberianpendidikandilingkungankeluargaanak, 

halinimerupakanperpaduanpendidikanuntuktumbuhkembanganakkedepanya

.1 

Tuhan 

telahmenciptakansepasangmanusiauntukmelanjutkanperadabandimukabumi, 

peradaban yang dimaksudadalahterciptanyasepasangmanusia dan 

melahirkananaksecaraturuntemurun, dalamkehidupansosialmasyarakat pada 

umunyamerupakangenerasi yang telahterciptaberdasarkan fitrah manusia, 

anak yang dilahirkanmerupakananugrahdari yang mahakuasa, 

anakmerupakangenerasibangsa dan memerlukanjaminankehidupan, 

baikdalamkehidupanberbangsa dan negara maupunperlindugandari orang 

tuaitumerupakantindakpidanaatauanak-

anaktidakmempunyaikeberanianuntukmenolakkeinginanpelaku.2 

Sebagian 

besarkasuskekerasanseksualterhadapanakmenghadirkankesulitandalampeny

elesaiannyaselamatahappenyidikan, penuntutan dan pengambilankeputusan. 

Selain kesulitanbatasandiatas, seringkaliterdapatkesulitandalampembuktian, 

                                                           
1Soekresno S. P, 2007, Mengenali Dan MencegahTerjadinyaTindakKekerasanTerhadap 

Anak. 
2SoerjonoSoekanto,  2011,  Faktor-Faktor  yang  MempengaruhiPenegakan  Hukum, 

Rajawali Press, Jakarta. 

 



 
 

sepertipemerkosaanatauperbuatancabuljikatidakada orang 

lain.Kekerasanseksualterhadapanak di bawahumurtentunyaakanberdampak 

pada psikologis dan perkembangananaklainnya. Dampakpsikologis pada 

anakakanmenimbulkan trauma jangkapanjang, yang 

selanjutnyadapatmenimbulkansikaptidaksehatseperti rasa tidakaman, rasa 

takut yang berlebihan, gangguanperkembangan mental dan pada 

akhirnyamenyebabkanketerbelakangan mental. 

Situasiinibisamenjadimemoriburukbagianak yang menjadi korban 

pelecehanseksual. Peran 

aktifaparatpenegakhukumdalammemerangikejahatankehormatan sangat 

penting. 

Masalahkekerasanseksualterhadapanak di 

bawahumurmenjadimasalahsaatini di hampirsemua negara di dunia, 

termasuk Indonesia. Akhir-akhirinikitamembaca dan 

mendengarkekerasanseksualterhadapanak di bawahumur (pedofilia) sampai 

pada tingkat yang menjadiperhatiankitasemua, 

karenakekerasanseksualberdampakbesar pada penurunankesehatan dan 

perkembangan mental anak, yang dapatmengancam masa depananak dan 

generasi. penerus. 

Di Indonesia, khususnyamasalahkekerasanseksualterhadapanak di 

bawahumurharusditanganilebihintens dan serius. Pasalnya, korban 

pemerkosaanseringkalidiabaikan oleh aparatpenegakhukumterkait, yang 

secarahukumwajibmemberikanperhatian dan perlindungan yang memadai. 

Hal iniseharusnyatidakterjadi, karena korban 

berhakuntukdiperlakukansecaraadildan dilindungihak-



 
 

haknyaberdasarkanPasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

“setiaporang  berhakataspelindungandiri, peribadi, keluarga, 

kehormatan, martabat dan hartabenda yang dibawahkekuasaanya, 

sertaberhakatas rasa aman dan 

pelindungandariancamanketakutanuntukberbuatatautidakberbuatsesuat

u yang merupakanhakasasi”.  

Tindakkekerasanseksualkhususnyaterhadapanaktelahdiaturdidalampe

rlindungananakdiaturdalamUndang-UndangNomor 35 Tahun 2014 

tentangPerlindungan Anak yang berbunyi, 

“Perlindungananakbertujuanuntukmenjaminterpenuhinyahak-

hakanak agar dapathidup, tumbuh, berkembang, dan 

berpartisipasisecara optimal sesuaidenganharkat dan 

martabatkemanusian, 

sertamendapatkanperlindungandarikekerasaan dan diskriminasi, 

demi terwujudnyaanak Indonesia yang berkualitas, berahlakmulia, 

dan sejahtera”. 

 

Seperti yang telahdiuraikandiatasbahwa, 

kejahatanperkosaankhususnyaterhadapanak di bawahumur (anak) 

seringterjadi di sekitarkita.Yang sangat mengerikan dan banyak yang 

terjadisetelahkasustersebutdiungkap dan pelakunyaadalah ayah kandung, 

kakek, kerabat yang dekatdengankorbannya. WalaupundalamUndang-

undangPerlindungananaktelahmengancam yang 

menimpaanakdibawahumur, 

tidakdapatdipungkirikarenahalitutidakberdirisendiri, 

misalnyaputusanpengadilan yang 

menjatuhkansanksiterhadappelakunyarelatifrendah, 



 
 

halinimendorongterulangnyapelakuyang  lainmelakukankasus  yang  sama.  

Demikian  jugakesanmasyarakatbahwapenjatuhanpidana oleh  hakim  

terhadappelakukejahatanperkosaanmasihjauhdariancamanmaksimum, 

sebagaimanadiaturdidalamPasal, Pasal 82 UU No. 35 Tahun 2014, 

tentangPerlindungan Anak dan Pasal 285 KUHP.3 

Berdsarkan data sementara yang didapatkanpenelitimengenai data 

anak yang mengalamikekerasanseksualbahwa pada Pengadilan Negeri 

Gorontalo. Tercatatsebanyak 14 

kasusterkaitperlindungananakmulaidarikekerasanhinggapelecehanseksualma

sukkemejahijau.“Mulai Januari hinggabulanJulitotalnya 14 

kasusperlindungananakdivonis,” sesuaiketerangantercantum di 

SistemInformasiPelayanan Publik (SIPP)Pengadilan Negeri 

Gorontalo4initentunya sangat 

pentinguntukdilakukanpenelitiangunamengemukakan ide dan 

gagasanpenelitisebagaimanaPenghargaanPemerintah Kota Gorontalo 

menerimapenghargaanprestisiusdaripemerintahpusatatasupayaseriusdalamm

ewujudkan Kota Gorontalo sebagai Kota Layak Anak. Kebijakan dan 

program afirmatif yang diimplementasikanPemerintah Kota Gorontalo 

dipandangsesuaipersyaratanindikatorstandar yang ditetapkan Kementerian 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dalampemenuhanhak-

hakanak, tetapimasihsajakekerasanterhadapanakterjadi 

Maka dariitupenulismerencanakansebuahbentuk ide dan 

pemikiranuntukmencarisebuahsolusi, mengenaiPenegakan Hukum 

                                                           
3Pasal 82 UU No. 35 Tahun 2014, TentangPerlindungan Anak Dan Pasal 285 KUHP. 
4SistemInformasiPelayanan Publik (Sipp)Pengadilan Negeri Gorontalo Akses 19/07/2022 



 
 

TindakPidanaKekerasanSeksualTerhadap AnakStudi KasusPolres 

Gorontalo Kotamelaluipenelitian, 

berdasarkanlatarbelakangmasalahdiatasmakapenulismerumuskansebuahrum

usanmasalahsebagaiberikut 

1.2. RumusanMasalah 

1. BagaimanakahPenegakan Hukum 

TindakPidanaKekerasanSeksualTerhadap Anak Studi 

Kasuspolresgorontalo Kota? 

2. Faktor apakah yang menghambatPenegakan Hukum 

TindakPidanaKekerasanSeksualTerhadap Anak Studi 

Kasuspolresgorontalo Kota? 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. UntukmengetahuiPenegakan Hukum 

TindakPidanaKekerasanSeksualTerhadap AnakStudi 

Kasuspolresgorontalo Kota 

2. Untukmengetahui Faktor yang menghambatPenegakan Hukum 

TindakPidanaKekerasanSeksualTerhadap Anak Studi 

Kasuspolresgorontalo Kota 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat dari penelitian ini adalah dapat memberikan sumbangsi 

pemikiran mengenai Penegakan Hukum 

TindakPidanaKekerasanSeksualTerhadap Anak,Studi 



 
 

Kasuspolresgorontalo Kota serta dapat menjadi rujukan bagi 

penelitian selanjutnya. 

2. Dapat menjadi masukan serta kajian bagi semua kalangan akademisi, 

penegak hukum, serta para pegiat Penegakan Hukum 

TindakPidanaKekerasanSeksualTerhadap Anak Studi 

Kasuspolresgorontalo Kota 

3. Menjadi salah satu syarat dalam proses penyelesaian studi pada 

Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Tinjauan Umum Penegakan Hukum 

2.1.1. PengertianPenegakan Hukum 

Penegakan Hukum atau bisa disebut law enforcement mempunyai arti 

yang cukup luas yaitu mencakup kegiatan untuk pelaksanaan serta 

penerapan hukum dan juga melakukan tindakan hukum dari setiap 

pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh oknum 

pelanggar hukum. 

Dalam melakukan proses itu sendiri baik melalui prosedur peradilan 

atau pun prusedur arbritrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya. 

Bahkan adapun pengertian yang lebih luas lagi yaitu segala kegiatan yang 

berkaitan dengan penegakan hukum mencakup pula segala aktivitas agar 

hukum sebagai perangkat kaidah normatif yang berhubungan dengan segala 

aspek kehidupan masyarakat dan negara yang benar-benar harus ditaati dan 

dijalankan seperti pada ketentuan yang semestinya.5 

Adapun pengertian hukum menurut para ahli:  

1. Friedman, beliau berkata penegakan hukum mempunyai arti 

sebagai isi dari hukum (content of law), tata cara pelaksanaan 

hukum (structure of law), dan juga budaya hukum (culture of law). 

Maka dari itu pengertian hukum tidak hanya berpatokan pada 

                                                           
5 Kelik Pramudya, Dkk, 2010, Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum, Pustaka Yistisia, 

Yogyakarta, Hal 110 



 
 

undang-undang saja tapi juga melibatkan penegak hukum dan 

fasilitas dari hukum itu sendiri.6 

2. Soerjono Soekanto beliau mengatakan penegakan hukum 

mengandung arti yaitu suatu kegiatan dalam mencocokan 

hubungan antara nilai-nilai yang tertulis dalam kaidah-kaidah dan 

sikap dari tindakan manusia dengan tujuan untuk menjaga 

kedamaian kehidupan.7 

2.1.2. Penegakan Hukum di Indonesia  

Maksud dari penegakan hukum ialah suatu sikap, perilaku dan 

tindakan dengan tujuan untuk memelihara, menciptakan dan 

mempertahankan suatu kedamaian yang terdapat pada suatu wilayah. 

Tujuan penegakan hukum tidak hanya melaksanakan apa yang tertulis 

dalam undang-undang tetapi juga ditentukan oleh putusan hakim. Aparat 

atau oknum-oknum yang berperan dalam penegakan hukum itu sendiri 

terdiri dari kepolisian, pengacara, jaksa dan hakim.8 

 

 

 

 

2.1.3. Faktor-faktor Yang MempengaruhiPenegakan Hukum 

1. Faktor Hukum Itu Sendiri ( Undang-undang) 

                                                           
6Https://Khoiruumah96.Blogspot.Com/2016/03/Norma-0-False-False-False-En-Us-X-

None.Html?M=1 Diakses Pada Tanggal 02 Juni 2022 
7 Digilib.Unila.Ac.Id Diakses Pada Tanggal 03 Juni 2022 
8 Soejono Soekanto, 2018, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Pt 

Grafindo Persada, Jakarta, Hal 5 

https://khoiruumah96.blogspot.com/2016/03/norma-0-false-false-false-en-us-x-none.html?m=1
https://khoiruumah96.blogspot.com/2016/03/norma-0-false-false-false-en-us-x-none.html?m=1


 
 

Undang-undang adalah peraturan dalam bentuk materil yang dibuat 

oleh pemerintahan daerah maupun nasional yang bersifat untuk mengatur 

suatu wilayah itu sendiri. Undang-undang dalam bentuk materil 

diperuntukan untuk masyarakat dalam menertibkan suatu wilayah atau 

daerah dan mengandung beberapa asas yang bertujuan agar sifat dari 

undang-undang itu sendiri positif, tak hanya itu asas itu juga bertujuan 

sebagai mengefektivkan undang-undang untuk mecapai suatu tujuan. Asas-

asas yang dimaksud antara lain :9 

1. Undang-undang tidak berlaku surut, maksudnya adalah suatu 

undang-undang hanya akan ditetapkan sesuai dengan peristiwa 

yang terjadi dengan apa yang telah tertulis yang saling terikat. 

2. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang tinggi dan 

memiliki kedudukan yang tinggi pula 

3. Undang-undang yang bersifat khusus mengenyampingkan undang-

undang yang bersifat umum, maksudnya peristwa atau kejadian 

khusus harus lah dikaitkan dengan undang-undang khusus pula 

walaupun sebelumnya sudah tertulis dalam undang-undang yang 

mecakup undang-undang yang lebih luas 

4. Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-

undang terdahulu, maksudnya yaitu undang-undang terdahulu telah 

digantikan oleh undang-undang yang sekarang tetapi isi dan 

maknanya tidak berlawanan dari undang-undang sebelumnya 

5. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat  

                                                           
9 Ibid, hal 18 



 
 

6. Undang-undang merupakan sarana dalam mencapai kesejahteraan 

spiritual dan materil bagi seluruh masyarakat dan juga pribadi 

melalui pengembangan atau pembaharuan. Artinya agar si pembuat 

undang-undang tidak melakukan sewenang-sewenang dan undang-

undang tidak menjadi huruf mati 

2. Faktor Penegak Hukum 

 Penegak hukum ialah suatu oknum atau kalangan yang 

membidangi suatu instansi hukum dan mempunyai tugas sesuai dengan 

bagiannya masiang-masing. Terdiri dari bidang kehakiman, kejaksaan, 

kepolisian, kepengacaraan serta pemasyarakatan.  

 Setiap oknum yang berkecimpung dalam bidang hukum mempuyai 

tugas pokok masiang-masing dari yang mempunyai pangkat tinggi 

sampai pangkat terendah. Namun semua tugas sangat berperan penting 

dalam menegakan keadilan yang ada diwilayah itu sendiri.10 

 Oknum yang berkecimpung dalam menegakan hukum merupakan 

suatu golongan yang dijadikan panutan bagi seluruh masyarakat sesuai 

dengan suara rakyat. Maka dari itu oknum yang berkecimpung dalam 

menegakan hukum harus bisa bercengkrama dan berkomunikasi agar 

bisa diterima oleh masyarakat.11 

3. faktor sarana atau fasilitas  

 Sarana atau fasilitas merupakan objek penting yang mempengaruhi 

penegakan hukum. Jika tidak lengkapnya sarana atau fasilitas itu sendiri 

                                                           
10 Ibid, hal 20 
11 Ibid, hal 34 



 
 

maka proses dalam menegakan hukum tidak akan berjalan sebagaimana 

mestinya.  

 Sarana atau fasilitas itu mencakup tenaga manusia yang memiliki 

pendidikan juga terampil, organisasi yang baik, alat-alat yang 

mendukung, dana yang cukup, serta sarana atau fasilitas yang mendukung 

lainnya. Jika sarana atau fasilitas tesebut tidak terpenuhi maka tidak 

memungkinkan untuk terjalannya proses penegakan hukum sebegai mana 

mestinya.12 

4. faktor masyarakat  

 oknum yang berkecimpung dalam bidang hukum berasal dari 

masyarakat yang sudah menjalankan pendidikan dan dilatih dengan 

tujuan untuk kesejahteraan, keamanan serta kedamaian masyarakat. Maka 

dari itu mengapa dikatakan faktor masyarakat karena masyarakat tidak 

kalah penting dalam proses menegakan hukum. Berikut adalah makna 

dari hukum itu sendiri: 

1). Hukum sebagai ilmu pengetahuan  

2). Hukum sebagai ilmu disiplin 

3). Hukum sebagai norma atau kaidah dalam kehidupan 

4). Hukum sebegai tata hukum atau hukum positif yang tertulis 

5). Hukum sebagai oknum yang menjadi penugas atau pejabat negara 

6). Hukum sebagai keputusan dari oknum pejabat atau penguasa 

negara 

7). Hukum sebagai suatu proses dalam pemerintahan  

8). Hukum sebagai suatu perilaku yang telah diatur 

                                                           
12 Ibid, hal 37 



 
 

9). Hukum sebagai nilai-nilai kehidupan 

10). Hukum sebagai suatu seni dalam kehidupan  

 Banyaknya arti dari hukum yang sudah disebutkan sebelumnya 

terdapat kecondongan yang paling besar pada masyarakat dalam 

penggantian hukum itu sendiri dan tak hanya itu, identifikasi dengan 

petugas, artinya penegakan hukum secara pribadi. Dalam menegakan 

hukum mempunyai pengaruh baik atau pun buruk sesuai dengan pola 

penegakan hukum yang menjadi cerminan dari hukum sebagai struktur 

maupun prosesnya.13 

 

 

5. Faktor kebudayaan  

 Maksud dari faktor kebudayaan hukum yaitu suatu subtansi yang 

mencakup isi dari norma hukum, perumusannya, cara beracaranya dalam 

menegakan suatu keadilan. Hal itu berlaku bagi pelaksanaan dalam 

menegakan hukum maupun mencari keadilan yang mencakup nilai-nilai 

yang menjadi dasar hukum itu berlaku.14 

 Kebudayaan hukum merupakan suatu konsep tentang apa yang 

menjadi pembahasan yang dianggap baik sehingga wajib di ikuti dan apa 

yang dianggap buruk haruslah dijauhi nilai-nilai yang dimksud yaitu 

suatu nilai yang mendeskripsikan dua keadaan yang memiliki sifat 

berbeda namun harus diserasikan. Pasangan yang nilai berperan dalam 

                                                           
13 Ibid, hal 46 
14 Ibid, hal 59 



 
 

hukum yaitu :15Ketertiban dan ketentraman, pasangan ini memiliki sifat 

universal tetapi meiliki perbedaan menurut keadaan budaya numun 

pasangan nilai tersebut diterapkan dan sejajar antara kepentingan umum 

dan kepentingan pribadi 

1). Jasmani dan rohani, pasangan ini juga memiliki sifat universal tetapi 

terdapat perbedaan yaitu dalam keadaaan nyata pada masyarakat 

yang memiliki pengaruh yang condong pada sikap manusia 

2). Kelanggengan dan kebaruan, maksudnya pasangan nilai ini 

memiliki fungsi sebagai sarana dalam membuat perubahan dan 

menciptakan hal-hal yang baru. 

2.2. Tinauan Umum TindakPidana 

2.2.1. PengertianTindakPidana 

Pidana adalah salah satu istilah sanksi dalam ilmu hukum pidana 

sering kita dengarkan dengan istilah tindak pidana, dalam beberapa ratusan 

tahun yang lalu sampai masa sekarang ini seolah-olah pakar hukum 

berlomba-lomba untuk mencari dan menterjemahkan pengertian hukum 

pidana, namun sampai pada titik sekrang belum ada yang dianggap konkrit 

dalam perumusan pengertian hukum pidana secara sah dan menyakinkan 

oleh karena itu beberapa ahli hukum memberikan penafsiran pengertian-

pengertian hukum pidana khsusnya hukum pidana indonesia, selain 

pengertian para pakar hukum juga berlomba-lomba memberikan istilah 

pidana atau tindak pidana yaitu perbuatan pidana, delik dan delict serta 

perbuatan yang dianggap bertentangan dengan hukum. 

                                                           
15 Ibid, hal 60-68 



 
 

Istilah tindak pidana sebenarnya diambil dan diadopsi dari negara 

asalnya yaitu negara belanda yang dikenal dengan istilah strafbaar feit, 

kemunculan mengenai bebagai macam pengertian dan peristilahan tentang 

tindak pidana sbebnarnya diakibatkan oleh tidak adanya pengertian dan 

istilah secara kokrit yang digunakan setiap negara tentang tindak pidana, 

terlebih lagi dalam undang-undang ataupun regulasi manapun belum ada 

yang memberikan defenisi hukum pidana dan tindak pidana itu sperti apa. 

Maka dari itu kita mencoba menguraikan beberapa pendapat dari ahli 

hukum pidana mengenai istilah hukum pidana, berikut pendapat para ahli 

hukum mengenai hukum pidana: 

1. Pompe memberikan pengertian tindak pidana dalam Tri Andarisman 

mengemukakan bahwa:16 

a. “Pompe menjelaskan menurut hukum positif bahwa kejadian atau 

Feit yang oleh peraturan perundang-undagan dirumuskan sebagai 

perbuatan yang dapat dihukum” 

b. “Pompe juga menjelaskan berdasarkan teori suatu sesuatu 

perbuatan yang melanggar norma yang dilakukan baik disengaja 

maupun tidak disengaja yang akibatnya kesalahn pelanggar 

diberikan ancaman pidana guna mempertahankan aturan hukum 

dan kesejahteraan” 

2. Heni siswanto dalam bukunya juga menjelaskan pengertian tindak pidana 

heni menjeaskan bahwa 17tindak pidana adalah “ dasar dari hukum 

pidana sedangkan kejahatan atau perilaku jahat dapat diartikan sebagai 

                                                           
16 Tri Andarisman,2006 Hukum Pidana,Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana 

Indonesia (Bandar Lampung , Universitas Lampung, Hal 53-54 
17 Heni Siswanto ,2005Hukum Pidana Bandar Lampung Universitas Lampung  Hlm 35 



 
 

perbuatan kriminologis, kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis 

normatif adalah seperti yang terwujud in obstracto dalam peraturan 

pidana, namun kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan 

manusia yang menyalahi norma yang hidup dimasyarakat secara 

konkret” 

3. Sedangkan menurut lamintang18 menegaskan “tindak pidana dikenal 

dengan istilah Feit yang diambil dari bahasa belanda yang artinya suatu 

kenyataan dalam bahasa aslinya strafbaar feit yang diterjemahkan dalam 

berbagai kenyataan yag dapat dihukum yang merupaka hal yang 

dianggap kurang tepat 

4. Moeliatno juga juga memberikan defenisi tindak pidana yaitu :19 

a. Istilah tindak pidana merupakan istilah yang resmi digunakan di 

undang-undang indonesia, karena hampir seluruh peraturan 

menggunakan istilah tersebut sperti undang-undang perlindugan, 

undang-undang tindak pidana korupsi, dst 

b. Didalm istilah tindak pidana paling banyak digunakan oleh ahli 

hukum 

c. Delik yang dianggap berasal dari kata kejahatan (latin) sebernarya 

dipakai untuk menggambarkan gambaran kejahatan  

d. Didalam bukunya tirtamidja juga ditemukan istilah pelanggaran 

e. Sedangkan karna dan scharavenrijk menggunakan istilah tindakan 

yang dapat dihukum 

 

                                                           
18PafLamintang 1984 Hukum Penentensier Indonesia Bandung:Armico 
19 Moeliatno, Asas-Asas Hukum Pidana Bina Aksara,Jakarta Hal 59 



 
 

 

 

2.2.2. Unsur-UnsurTindakPidana 

(Simanjuntak)20mengemukakandalambukunya "Teknik Pemeliharaan 

dan Upaya Hukum" bahwa 

"tindakpidanaadalahadalahtindakankejahatanfisik yang 

terkandungdalamperbuatanpidana" Pendapat Usman Simanjuntak 

cenderungmenggunakanprasa kata tidankpidanauntukpenafsiranperbuatan 

yang berakibatpidanakarenaistilahitudianggaplebihkonkrit dan mengarah 

pada tindakanfisiktindakpidana, 

karenatidaksemuatindakfisikadalahtindakpidana dan 

SebaliknyaSuatutindakanfisikdapatmenyebabkanberbagaitindakpidana. 

(Prodjodikoro)21Mengemukakansecaraumummengenaiistilahkejahatan

bahwa“ kejahatanidentikpenggunaanistilahdelik , yang 

asalmuasalnyaberasaldaribahasalatin, denganistilahtindakpidana. Dan juga 

disebutkandalam KBBI Delikberartiperbuatanatauperilaku yang 

diancamdenganhukumankarenamelanggarhukumpidana. Lebihjauh, 

dikatakanbahwakejahatanadalahtindakan di mana pelakudapatdihukum oleh 

hukumpidana. Dan pelakuinibisamenjadi "subjek" kejahatan”  

Definisipelanggarankriminal di atassejalandenganprinsiplegalitas 

(nullum delictum), sebagaimanaditegaskan oleh Pasal 1 (1) KUHP, 

                                                           
20 Usman Simanjuntak 2012 Teknik Pemeliharaan Dan Upaya Hukum 
21  Wirjono Prodjodikoro 2009 Hukum Pidana Indonesia Mandar Maju Jakarta: Hal 59 



 
 

ditegaskanbahwa"tidakadatindakan yang 

dapatdihukumkecualikekuatanhukuman yang adasebelumkejahatan" 

Dalam 

peristilahantindakpidanadisebutkanbahwabeberapamacamistilah yang 

digunakan pada umunyaspertidiabawahini: 

1. Starf memilki istilah terjemahan pidana/hukuman 

2. Baar memiliki istilah terjemahan dapat/boleh 

3. Feit memeilki istilah yang diterjemahkan sebagai perbuatan 

Jadi pada dasarnyaistilahstarfbaarfeit juga diartikansebagaiperbuatan 

yang memilkikemampuanuntukdipidanakanataudikenakanhukuman, 

apabilakitainginmelihatlebhjauhbahwakapansuatutindakpidanaitudapatdikat

egorikanbahwasuatuperistiwapidana, seperti yang diungapkan 

(AndiHamzah)megemukakan 

“tindakpidanaakanterjadiapabilamemenuhiunsur-unsur:22 

1. Unsur melawan hukuk objektif 

2. Unsur melawan hukum subjektif 

3. Kelakuan atau akibat perbuatan manusia. 

4. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan  

5. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana” 

Sedangkanistilahtindakpidana juga disebutkan olehMezger “yang 

menyebutkankejahatanpidanaharusmemenuhiunsur-

unsursebagaimanaundang-undang 

                                                           
22 Andi Hamzah 2006 Prinsip-Prinsi Hukum Pidana, Pustaka ,Jakarta Hlm23 



 
 

1. Merupakan perbuatan yang dialkukan oleh manusia 

2. Perilaku yang berlawanan dengan hukum 

3. Pertanggung jawabanya tehadap seseorang 

4. Dapat diberikan tindak pidana” 

Ada perbuatan yang 

memangakandipidanakanmeskipunituterlahirdariperilaku yang 

dibawasejaklahirdalamartianperilakubawaan yang 

diawbahsejaklahirdimungkinkanakantergolongsebagaitindakpidanaapabilam

emeilikipotensiuntukmelakukanpidana pada 

umunyahalinibiasasnyadikenaldenganistilah(Outard 

Conduct)ataudenganitilahActus Reus 

Menurutlamintangbahwa orang yang dapatdiberikanpidanaadalah 

orang yang memenuhiunsurdalamtindakpidana, dan 

tindakpidanaitudirumuskan dan tertangkedalamaturanhukum yang berlaku 

dan diyakiniyaituKUHPidana, 

disiniamintangmemilkipandagantentangunsur-

unsurtindakpidanayaitusecarumumtelahditegaskandalambeberapaunsursperti

unsursubyektif dan unsurobejktif 

1. Unsur subyektif menurut lamintang adalah apa yang melekat pada 

diri pelaku tindak pidana, seperti isi hati pelaku 

2. Sedangkan unsur objektif yaitu sesuatu yang berhubungan dengan 

situasi ataupun kondisi dimana pidana itu dilakukan  

Apabilakitamelihatpandaganlamintangbisadikategorikantergolongmasi

h sangat sederhanakarenahanyamenyebutkandirpelaku dan 



 
 

keadaandimanaterjadinyaperistiwa. 

Apabilakitamerunutpandaganbeberapaahlihukumpidanamengenaiunsur-

unsurtindakpidanadapatdibedakanmenjadi 2 (dua) yaitu : 

1. Pandagan monistis yaitu pandagan mengenai setiap perbuatan pidana 

adalah syarat dari pemidanaan pandagan ini dianut dari beberapa ahli 

hukum sperti simons, van hammel, mezger  

2. Sedangkan pandagan dualistis memberikan padagan bahwa adanya 

pemisahan perbuatan antara susuatu yang dialarang dan sanksi yang 

diberikan serta bisa dipertanggung jawabkan aliran ini diikuti oleh 

H.B.Vos, W.P.J.Pompe, dan Moeliatno 

Selain  pengertiantindakpidana  oleh  beberapapakar  di  atas,  

adapununsur-unsurtindakpidanalebihkepadapenjabaranrumusandelik.   

Dalam menjabarkansesuaturumusandelikkedalamunsur-unsurnya,  maka  

yang pertama-tamaharus  di  bahasadalahtindakanmanusia, dimana tindakan 

manusia tersebut memenuhi unsur subjektif dan objektif yang diatur di 

dalam KUHP, dan  harus dapat dipertanggungjawabkan oleh pelakunya. 

Jika berbicaraunsursubjektif, maka  

yangadadalampikirankitaadalahunsur yang adadidalamdiripelaku. Maka 

didalamasas yang 

tertuangdalamhukumpidanaadalahtiadakesalahantanpahukuman. Maka 

dapatdiuraikanunsur-unsursubjektifdidalamsebuahtindakpidanasebagai : 

1. Adanya kesengajaanatauketidaksengajan ; 

2. Mempunyai maksud dan tujuan seperti pencurian, pemalsuan, 

pemerasan, dan lain sebagainya; 



 
 

3. Adanya perencanaan terlebih dahulu, seperti pembunuhan 

berencana. 

4. Adanya ketakutan atau perasaan takut. 

Sementarajikakitaberbicaraunsurobjektif, maka yang 

akanmuculpertama kali adalahsebuahkeadaan yang 

dimanadalamkeadaanitupelakumenentukantindakanapa yang 

akandialakukan. Dan 

unsurobjektifdalamsebuahtindakpidanasebagaiberikut23 : 

1. Sifat  melanggaratauwederrechtelijkheid; 

2. Akibatatauresulf  ; 

3. Keadaanataucircumstances ; 

Unsur subjekti dan unsur objektif yang terkandung dalam unsur-unsur 

pidana dan tidak dapat pula dipisahkan, dimana jika salah satu unsur tindak 

pidana tidak ada, maka tuntutan yang dilakukan oleh jaksa lemah dan bisa 

jadi terdakwa dibebaskan. 

Unsur-unsurtindakpidanamenurutMoeljatnoyakni : 

a. Adanya sebuahtindakanataupunperbuatan; 

b. Yang tidakdiperbolehkan oleh undang-undang; 

c. Dan yang memilikisanksi. 

Jika dilihatdariunsurdiatasmakasegalasesuatunyabertumpu pada 

perbuatandarisipelaku, 

dimanaperbuatanitutidakbisadipisahkandaridiripelaku, dan 

perbuatanitumemilikiancamanhukuman, 

dimanaancamanhukumanmemilikipengertiansebagaidijatuhinyapidana. 

                                                           
23Teguh Prasetyo,Op.cit. hal. 192 



 
 

Adami ChazawimengutipdariSchravendikmenagatakanbahwaunsur-

unsurdalamtindakpidanaadanyaperbuatan yang bisapersalahkan, yang 

perbuatantersebutdilakukan oleh orang atausubjek, 

sertamemilikisanskipidana, 

jikaperbuatantersebutmerupakanpelanggaranterhadapaturan yang 

telahditetapkan oleh undang-undang. 

Sementaradidalam KUHP sendiri, unsur-unsur yang 

terdapatdalamtindakpidanaadalah : 

a. Adanya unsurperbuatan yang dilakukan oleh subjek (pelaku). 

b. Perbuatan yang 

dilakukanmemilikisifatmelawanhukumataumelanggarundang-

undang. 

c. Adanya akibatdariaturan yang dilangarnya. 

d. Sebuahkeadaanyang  

menyertaipelakudimanapelakubisamelakukantindakannya. 

e. Memilikisyarattambahan agar 

perbuatanitubisadituntutdenganpidana. 

f. Adanya syarat yang bisamemberatkansebuahtindakantersebut. 

g. Memilikisyarattambahanuntukdapatdipidananyaperbuatanitu. 

h. Memilikiobjekdaritindakanitu 

i. Subjekmemilikisyaratdapatmempertanggungjawabkan. 

j. Adanya syarattambahan yang bisameringankanperbuatanpidanaitu.   

Jika dilihatdariunsur yang diuraikan oleh KUHP makaunsur yang 

takpernahlepasdarisebuahtindakpidanaadalahunsursubjek dan objek. 

Dimana dalamunsursubjeklebihmenitikberatkan pada kesalahanyandimiliki 



 
 

oleh pelakuataulebihkepada yang adadidalamdiripelaku, dan 

unsurobjeklebihkepadakeadaandaridilakukannyaperbuatanitu. 

Disinidapatdisimpulkanbahwaadatigarumusan yang 

takpernahlepasdariunsur-unsurpidanaantara lain, 

menuliskankualifikasidaripidananyatanpamenyebutadanyaunsur-

unsurpokok dan ancamannya, menuliskansemuaunsur yang 

pokoktanpamenyebutkanpembagian dan ancamanhukuman, 

sertamenulisasemuaunsur-

unsurpokokdidalamnyamsertaapasajaancamanhukumannya. 

2.2.3. Jenis-Jenis Pidana 

Setiappembahasantindakpidanaperludibedakanjenispidana yang 

dikenalsecaraumum, 

halinidikarenakanadayaperilakuhukumpidanadikehidupanmasyarakat yang 

beragam, atasdasarsuatukeadaantertentudidalambuuhukumpidanaindonesia 

yang belakutelahditemukantindakpidanaantarakejahatanseperti yang 

dijelaskan pada buku II sertapelanggaran pada buku III, 

doktrinpemidaaninidapatdilahatberdasarkanjenisdelikataupidanasebagaiberi

kut: 

1. Delik materil  

Delik materil adalah delik yang akan timbul akibat dari suatu 

perbuatan sehingga penerapanya pada aturan yang berlaku 

diancam oleh undang-undang, dikarenakan delik ini timbul 

stelah adanya akibat dari perbuatan muncullah sebuah sanksi 

atau ancaman seperti yang dijelaskan pada contoh pasal 

pembunuhan dan penganiyaan  



 
 

2. Delik formil 

Adalah delik yang memang telah dilarang dan tidak melihat 

bagaimana akibat dari delik ini, delik formil adalah delik yang 

mengatur secara khsusu perbuatan pidana yang melarang 

sesorang untuk berbuat yang dilarang oleh undang-undang, 

sehingga meskipun delik ini belum dikatahui akibitanya  

Contoh delik formi ini adalah pasal 362 KUHPidana dan pasal 

209 tentang sumpah palsu 

Dan dasar dari tindak pidana yang dikategorika kedalam jenis tindak 

pidana antara lain : 

1. Kejahatan dan pelanggaran 

2. Kesengajaan dan ketidak sengajaan 

3. Delik formil dan delik materil 

4. Delik terhadap tubuh dan nyawa, penganiayaan dan kesusilaan 

5. Delik yang dilakukan saat itu dan delik yang berkepanjangan 

6. Delik umum dan delik khusus 

7. Delik komisi dan delik omisi 

8. Delik yang meberatkan dan delik yang meringankan 

9. Delik propia dan delik komunia 

10. Delik yang berangkai dan delik yang beridiri sendiri 

1. Kejahatan dan Pelanggaran 

Ada tiga definisi kejahatan menurut Gerson W. Bawengan 

masing-masing adalah24: 

                                                           
24 Abdul Wahid, Muhammad Irfan, 2011, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan 

Seksual, Bandung Refika Aditama, Hal 27. 



 
 

a. Pengertian secara praktis 

Kejahatan dalam pengertian secara praktis adalah sebuah 

pelanggaran yang melanggar norma-norma yang ada 

didalam masyarakat serta memiliki sanksi, antara lain 

norma hukum, kesusilaan, kesopanan, dan norma agama. 

b. Pengertian secara religius 

Kejahatan secara religius adalah kejahatan yang di 

identikkan dengan dosa, di mana setiap jiwa pendosa 

sebagaimana tertuang dalam alkitab mendapatkan hukuman 

api neraka. 

c. Pengertian secara yuridis 

Kejahatan dalam arti yuridis adalah kejahtan yang 

dituliskan dalam hukum positifnya Indonesia,seperti di 

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

dimana setiap perbutan yang diatur dalam buku dua adalah 

perbuatan kejahatan. Sementara pelanggaran, merupakan 

segala sesuatu yang diatur dalam buku tiga KUHP. 

2. Delik Materil dan Formil 

Delik materil merupakan delik yang dinyatakan selesai dengan 

dilakukannya perbuatan itu. Sementara delik formil adalah delik 

yang menitikberatkan pada akibat dari perbuatan itu.25 

3. Delik Dolus dan Culpa  

                                                           
25 Teguh Prasetyo, Op.cit, Hal 59. 



 
 

Delik Dolus adalah delik yang menitikberatkan pada sebuah 

kesengajaan. Sementara delik Culpa adalah delik yang 

menitikberatkan pada kealpaan.26 

4. Delik Comimissionis dan delik Omissionis 

Delik Comimissionis adalah delik yang berbentuk perbuatan 

yang dilarang atau bukan perbuatan yang diharuskan, sementara 

delik Omissionis adalah delik yang tidak melaporkan adanya 

mufakat yang jahat.27 

5. Delik Aduan dan bukan Aduan 

Delik aduan merupakan delik yang dimana korban yang 

menglami kejadian tersebut melaporkan (mengadu), contohnya 

seperti penghinaan, perzinahan dan pemerasan. Sementara delik 

bukan aduan dibagi atas dua, yakni delik bukan aduan absolute 

dan delik bukan aduan relatif . delik bukan aduan absolute yang 

penuntutannya hanya berdasarkan pengaduan, sementara delik 

bukan aduan relatif yang penuntutannya tanpa perlu 

pengaduan.28 

2.3. Tinjauan Umum KekerasanSeksual 

2.3.1. PengertianKekerasanSeksual 

Yang termasuk kategori kekerasan seksual adalah segala tindakan 

yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk 

melakukankegiatan seksual (sexual intercourse), melakukan penyiksaan 

atau bertindak sadis serta meninggalkan seorang (termasuk yang tergolong 

                                                           
26 Teguh Prasetyo Op.cit, Hal 60. 
27Teguh Prasetyo Loc.cit, Hal 60. 
28Teguh Prasetyo Op.Cit, Hal 61. 



 
 

usia anak-anak) setelah melakukan hubungan seksualitas. Segala perilaku 

yang mengarah pada tindakan pelecehan seksual terhadap anak-anak baik di 

sekolah, di dalam keluarga, maupun di lingkungan sekitar tempat tinggal 

anak termasuk kategori kekerasan seksual29 

Pengertiankekerasanterhadapanakdalamistilah sangat terkaitdengan 

kata abuse yaitu kata yang biasaditerjemahkanmenjadikekerasan, 

penganiayaan, penyiksaan, atauperlakuan salah.3 Kata 

inididefinisikansebagai “improper behavior intended to cause phisycal, 

psychological, or financial harm to an individual or group’ 

(kekerasanadalahperilakutidaklayak dan 

mengakibatkankerugianataubahayasecarafisik, psikologis, ataufinansial, 

baikyang dialamiindividumaupunkelompok).30 

2.3.2. TindakKekerasanSeksualdalam KUHP 

Semuatindakkekerasanseksualdiaturdalam BAB XIV buku II KUHP 

tentangKejahatanTerhadapKesusilaan, yang di dalamWetboek Van 

Starfrecht juga disebutsebagaimisdrijventegen de zeden Ketentuan-

ketentuan pidana yang diatur dalam bab ini dengan sengaja telah dibentuk 

oleh pembentuk Undang-Undang dengan maksud untuk memberikan 

perlindungan bagi orang-orang yang dianggap perlu untuk mendapatkan 

perlindungan terhadap tindakan kekerasan seksual dan terhadap perilaku-

perilaku baik dalam bentuk kata-kata maupun dalam bentuk perbuatan-

perbuatan yang menyinggung rasa susila karena bertentangan dengan 

                                                           
29John M. Echols Dan Hassan Shadily, 2009 Kamus Inggris Indonesia, Gramedia Pustaka 

Utama, Jakarta, Hal. 517 
30Barker dalam Abu Hurairah, 2006,Kekerasanterhadap Anak: 

FenomenaMasalahSosialKrisis di Indonesia, Nuansa (Anggota IKAPI), Bandung, cet. 1, 

Juli 



 
 

pendapat orang tentang kepatutan-kepatutan bidang kehidupan seksual, baik 

ditinjau dari segi pandangan masyarakat setempat dimana kata-kata itu telah 

diucapkan atau dimana perbuatan itu telah dilakukan, maupun ditinjau dari 

segi kebiasaan masyarakat setempat dalam menjalankan kehidupan sosial. 

Tindak kekerasan seksual dalam KUHP ada berbagai jenis yaitu seperti: 

1. Tindak pidana terhadap kesopanan sosial (diatur dalam Pasal 

281, Pasal 282, Pasal 283 dan Pasal 283 bis KUHP) 

2. Tindak pidana terhadap kesusilaan seksual (diatur dalam Pasal 

284, Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288, Pasal 289, 

Pasal 290, Pasal 291, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 

295, Pasal 296, Pasal 297, Pasal 298, Pasal 299 KUHP). 

Sebagian besar dari tindak kekerasan seksual meliputi perbuatan yang 

tidak senonoh dalam pergaulan masyarakat. Pelanggaran terhadap Pasal 

281, Pasal 284, Pasal 285 sampai dengan Pasal 297, merupakan pasal-pasal 

yang menjelaskan tentang tindak kekerasan seksual atau tindak pidana 

kesusilaan. Perbuatan-perbuatan cabul tersebut tampak sebagai akibat nafsu 

seksual tampak sifat seksualnya yang berkembangcommit to usersecara 

tidak sadar pada perbuatan terhadap anak perempuan dibawah umur 16 

(enam belas) tahun. Pasal 281, Pasal 289, Pasal 290 merupakan pengaturan 

mengenai kejahatan terhadap perikemanusiaan, berhubung perbuatan-

perbuatan tersebut mengganggu perkembangan anak31 

 

 

                                                           
31Sawitri Supardi Sadarjoen, 2005, Bunga RampaiKasusGangguanPsikoseksual, PT. Refika 

Aditama, Bandung, cet. I Mei hal. 70 



 
 

2.3.3. TindakKekerasanSeksualTerhadap Anak 

KUHP mengatur beberapa hal mengenai tindak kekerasan seksual, 

namun untuk lebih memfokuskan mengenai permasalahan yang diteliti 

maka akan dijelaskan tentang pasal yang mengatur tentang pencabulan yaitu 

Pasal 290 (perbuatan cabul terhadap seseorang yang sekiranya dapat dikira 

atau dapat sepantasnya diduga bahwa orang tersebut belum mencapai umur 

15 (lima belas) tahun. 

Tindak pidana melakukan tindakan-tindakan yang melanggar 

kesusilaan dengan orang, dalam keadaan tidak berdaya atau yang belum 

mencapai usia 15 (lima belas) tahun. Hal ini dimuat dan diatur dalam Pasal 

290 KUHP yang berbunyi: 

(1) Barangsiapa melakukan tindakan-tindakan melanggar kesusilaan 

dengan seseorang yang ia ketahui bahwa orang tersebut sedang 

berada dalam keadaan pingsan atau sedang dalam keadaan tidak 

berdaya 

(2) Barangsiapa melakukan tindakan-tindakan melanggar kesusialaan 

dengan seseorang yang ia ketahui atau sepantasnya harus dapat ia 

duga bahwa orang tersebut belum mencapai usia 15 (lima belas) 

tahun, atau jika tidak dapat diketahui dari usianya, orang tersebut 

belum dapat dinikahi; 

(3) Barangsiapa membujuk seseorang yang ia ketahui atau 

sepantasnya dapat ia duga bahwa orang tersebut belum mencapai 

usia 15 (lima belas) tahun atau jika dapat diketahui dari usianya, 

orang tersebut belum dapat dinikahi, untuk melakukan atau untuk 

membiarkan dilakukannya tindakan-tindakan melanggar kesusilaan 



 
 

atau untuk melakukan hubungan kelamin di luar pernikahan dengan 

pihak ketiga. 

Tindakan yang dilarang dalam ketentuan pidana yang diatur dalam 

Pasal 290 angka 1 KUHP ialah melakukan tindakan-tindakan yang 

melanggar kesusialaan dengan seseorang yang sedang dalam keadaan 

pingsan atau sedang dalam keadaan tidak berdaya. 

2.4. Tinjauan Umum PenerapanSanksi 

2.4.1. PengertianPenerapanSanksi 

Aristotelesdalambukusurososeorangfilsufyunanitelahmenggabarkanpe

ngertian32manusiasebagaimahluksosial yang 

hidupdalamrangkaianmasyarakatdalamsuatukesatuan(zoon politicon), yang 

memeilkihubungansalingmembutuhkansatudengan yang lainya, 

kebutuhanitudapatberupasecralangsungmaupunsecaratidaklangsungbaikhalit

uberdasarkankesepakatanmaupunhal yang bertentangan. 

Dalam kehidupanbermasyarakatdidapatiantarakesenjagansosial, 

yaituberupahal yang memilikikarakterkesepahaman dan hal yang 

memilkikarakterbertentangan, denganalasankesepahaman dan 

bertentagandiadakanyasuaturegulasi yang 

dapatmengaturalurdalamterciptanyaperadaban yang 

tertibgunamenciptakanperdamaian (Rust En Orde). Perdamaian yang 

dimaksudadalahkehidupan yang aman dan 

damaisesuaienganpetunjukhidupsertapedomanhidup, namundemikian yang 

                                                           
32 R.Suroso 2006 Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika Hlm 40 



 
 

menjaditolakukurperadabansetiapkelompokmasyarakatataugolonganadalahh

ukum yang tibul dan tumbuhberkembangbersamamereka. 

Apabiakitaberbicaramengenaihukumsebaiknyamemperhatikanterlebih

dahuludefenisihukum yang diungkapkan oleh Utrechdikutip oleh 

soerosomenegaskanbahwa33“ ilmuhukummerupakanhimpunan-

himpunanpetunjukhidup (peritah-perintah) dan larangan-larangan yang 

mengatur tata tertibdalamsesuatumasyarakat dan seharusnyaditaati oleh 

anggtamasyarakat”. 

Apabilakitamelihatpengertianhukumdiatastelahditemukantitikterangapa 

yang diungkapkan oleh utrechbahwahukumituadalahsekumpulan tulisan 

peraturan yang dibuatdalamsatubukusebagaipedomanmasyrakatluas. 

SedangkanmenurutP.Borstmemberikandefenisitentanghukumitubahwa

34 “keseluruhanperatuanperbuatanmanusiadidalammasyarakat yang 

pelaksanaanyadapatdipaksakan dan bertujuan agar menimbulkan tata 

kedamaianataukeadilan” menurutP.Borst yang 

memberikandefenisihukumlebihmenitberatkan pada perbuatanmanusia yang 

dilarang dan dapatdipaksakansebuahaturangunamengaturnya. 

Apabilakitamelihat dua dfenisi yang diungkapkan oleh 

keduaahlihukumdiatashampiskeduanyamenghubungkandengansanksidengan

alasanadanyasifat yang (Mengatur Dan Memaksa) yang artinyasusaturhal 

yang 

dianggapmemilkipotensiuntukmerusakketentramanmasyarakatakandiatur 

                                                           
33 Ibid Hlm 27 
34 Ibid Hlm 27 



 
 

dan dilkukansecaramemaksa, 

mekasadalamartianapabilatidakdiindahkanakandikeluarkansanksi yang 

beratbagipelanggarnya 

Hans Kelsen juga memberikadefenisimengenaisanksiyaitu “ 

reaksikoersifmasyarakatatastingkahlakumanusia (faktasosial) yang 

menggangumasyarakat” pada pandagankelsen yang dimanapemberlakuan 

Norma ituselaludibarengidenganSanksi, dikarenakanapabilasuatunorma 

yang telahdipamahami dan 

tidakdilaksanakansecarabaikmenurutkelsenakandiikutisanksi, 

sebagaiesensidalamorganisiasihukum, halinimemenngdisiapkan dan 

diarancanggunamenjagasemuaperilakusosialsertamanusia pada umunya 

yang diperhadapkandengansituasi dan kondisitertentu. 

2.4.2. Jenis JenisSanksi 

DidalamIlmu Hukum Positifdikenalbeberapajenissanksi dan 

peristilanyayaitu: 

1. Sanksi Pidana 

Yaitu sanksi yang bersifat memaksa akibat dari esensi perilaku 

manusia yang berbuat jahat atau lalai terhadap sesuatu yang 

mengakibatkan seseorang mengalami kerugian, sanksi pidana 

sebenarya bersifat memaksa guna membatasi dan mengatasi perilaku 

jahat tiap manusia sebagai fungsi pencegahan ketertiban, apabila 

dilihat dari wujud perbuatan jahat itu berupa perbuatan melawan 

hukum atau perbuatan yang melanggar ketertiban masyarakat luas. 



 
 

Sanksi itu bersumber dari kitab undang-undang hukum pidana 

(KUHP) sebagiamana induk dari sanksi hukum pidana 

Berikut bentuk sanksi pidana yang diatur pada pasal 10 KUHP:35 

1. Pidana pokok 

a. Pidana mati 

b. Pidana penjara 

c. Pidana kurungan 

d. Pidana denda 

e. Pidana tutupan 

2. Pidana tambahan: 

a. Pencabutan hak  

b. Perampasasn barang-barang tertentu 

c. Pengumuman putusan hakim 

Keduasanksipidanadiatsdikenaldengansanksi yang 

bisadiberikanberdasrkantingkatperbuatanjahat yang 

dilakukansetiapmanusia. 

2. Sanksi Perdata 

Dalam hukum perdata dikenal dengan adanya berupa sanksi yaitu: 

1. Sanksi yang diberikan bagi orang yang tidak memenuhi suatu 

Prestasi  

2. Adanya suatu keadaan dimana dianggap hukum itu telah hilang 

Sehinggadalamsuatupemutusansanksihukumperdatasuatuputusandibag

imenjaditigabagianyaitu : 

                                                           
35 Kuhpidana Pasal 10  



 
 

1. Terciptanya suatu keadaan yang dimana putusan hukum itu 

bersifat menegaskan sebuah sanksi (putusan declaratoir) 

2. Terciptanya sebuah sanksi untuk menghukum pihak yang tidak 

memenuhi sebuah prestasi agar membayar ganti rugi (putusan 

comdemnatoir) 

3. Terciptanya suatu keadaan dimana suatu putusan itu 

menghilangkan aturan atau situasi hukum yang baru guna 

memutuskan suatu perkara 

3. Sanksi Adminstratif 

Sanksi adnminstrasi adalah sanksi yang diberikan bagi suatu orang yang 

telah melanggar administrasi atau tidak mematuhi aturan hukum dalam 

keadan tertentu biasasnya sanksi administrasi diberikan  

a. Sanksi denda 

b. Sanksi pemberhentian sementara 

c. Sanksi pencabutan izin atau pembekuan 

 

2.5. Tinjauan Umum Anak 

 

2.5.1. Pengertian Anak  

 

Anak adalahanugerahdari sang pencipta, anakmerupakantitipan yang 

harusdijaga dan dilindungisebagaimanakodratmanusiasebagaimakhluk yang 

paling muliadihadapan Tuhan, 

anakmerupakanhasildarihubunganseoranglaki-laki dan seorangwanita yang 

diikatdalamsebuahperkawinan yang sahsecara agama 

maupunsecarahukumpositif. 



 
 

Abu huraerah36mengungkapkanbahwaanakadalahseorang yang 

lahirdarisebuahikatanperkawinanantaralaki-laki dan 

wanitahubunganitudiakuiberdasarkanadanyabentukpengakuansecara agama 

dan hukumpositif yang berlakudi indonesia, 

pengertiananakapabiladitinjaudaribeberapahukum yang berlakudi 

indonesiasepertihukumislam dan 

hukumpositifmemberikandefinisisebagaiberikut: 

Menuruthukumislam yang diungkapkan oleh imam jauhari 

“Apabilakitamelihatpengertiananakdarisudutpandanghukumislamanak

merupakanmakhluk yang diciptakan oleh Allah SET dan 

memilikikedudukan yang daif dan mulia, 

sertaanakmerupakankehendaksertaKewangan Allah SWT yang melalui 

proses penciptaan yang begitupanjang dan sempurna” 

Apabilakitamelihatpengertiananakdalamhukumislammenurut imam 

jauharitelahmemberikandefenisianaksebagaisuatuciptaan yang 

mahakuasayang harusdibina dan dijagasertamemilkikedudukan yang sangat 

mulia oleh karenaituanakharusdiberikannafkahsecaralahirmaupunbatin, 

gunamenciptakananak yang memeilkiakal dan budipekerti yang 

luhursertamemilki rasa tanggungjawab yang kuatterhadapbagsa dan negara, 

dikarenakananakmembutuhkan spirit untukmenjalani masa pertumbuhan 

dan danbimbingandalammenyongson masa depanya. 

Sedangkanpengertiananak juga ditafsirkanmelaluiperaturanperundang-

undanganhukumpositif yang berlakudi indonesiaseperti : 

                                                           
36 Abu Huraerah 2006 KekerasanTerhadapAnak , Bandung Nuansa Hal 36 



 
 

KUHPerdatamemberikandefinisimengenaipengertiananakadalah 

“seoranganak yang umurnyabelummencapaiusia 21 (dua puluhsatu) tahun 

dan dianggapbelumdewasamaksuddari kata belumdewasaditafsirkan pada 

bunyipasal 330 bahwadewasaadalahmereka yang umurnyabelumcukup 21 

(dua puluhsatu )tahun dan belumpernahmenikah”37 

Pengertiananak juga ditegaskandalamUndang-Undang No 4 Tahun 

1979 mengenaiKesejahteraan Anak yaitu pada pasal 1 angka 2 yang 

memberikanpenjeasanbahwaanakadalah 

 “Anak adalahseorang yang belummencapaiumur 21 (dua puluhsatu) 

tahun dan belumpernahkawin”38Pengertiananak yang 

disebutkandalamUndang-UndangKesejahteraan Anak 

sebenarnyasamadengan yang ditegaskandalam kitab undang-

undanghukumperdayabahawa orang yang dianggapumurnyabelummencapai 

21 tahun dan dikatabelumpernahmenikahi yang 

dibuktikandenganpengesahanpengakuandari negara. 

Pengertiananak juga disebutkandalamRatifikasiKonvensi Hak Anak 

yaitukeputusanpresidenrepublikindonesianomor 36 tahun 1990 yang 

menyebutkanbahwaanakadalah “setiap orang yang memilikiusiaberadadi 

bawah  18 (delapanbelas) tahunkecualiberdasarkanundang-undang yang lain 

yang 

berlakubagianakditentukanberdasarkanusiadewasadicapailebihawal”39Penge

rtianmengenaianak juga disebutkandalamundangundangnomor 35 tahun 

                                                           
37 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
38Undang-Undang No 4 Tahun 1979 MengenaiKesejahteraan Anak 
39 Keputusan PresidenRepublikIndonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentangRatifikasiKonvensi 

Hak Anak 



 
 

2014 tentangperlindungananakyaituseorang yang belummencapaiumur 18 

delapanbelastahuntermasukanak yang masihdalamkandungan. 

Demikianhalnyasemuaperaturanperundang-undangan yang 

berlakuindonesia yang memberikandefinisianak. 

Hampirsemuamemberikandefinisibahwaadanyabatasanumurtertentu dan 

dianggapbelumpernahkawinataumenikahdalamperistilahanbahasaindonesia, 

meskipunadaberapaperbedaan yang disebutkanbahwaadanyabatasanumur 18 

delapanbelastahunsampai 21 dua 

puluhsatutahunsemuanyadikategorikananak, sebenarnyapengertian-

pengertian yang 

disebutkanbahwaumuranakdapatdilihatdarisegisudutpandangdimanakondisi

anak yang diberlakukansesuaidengansituasi dan kondisianak. 

Negara-negara Peserta/PenandatanganKonvensi Hak-Hak Anak PBB 

pada tanggal 20 November 1989, mendeklarasikanmenghormati dan 

menjaminhak-

haksetiapanaktanpadiskriminasidalambentukapapuntanpadipandangras, 

warnakulit, jeniskelamin, bahasa, agama, keyakinanpolitik dan pendapat-

pendapatlain, kebangsaan, asaletnikatausosial, kekayaan, ketidakmampuan, 

kelahiranataukedudukan lain darianakatauorangtuaanakataupengasuhnya 

yang sah.40 

2.5.2. Hak Anak  

                                                           
40https://www.anakmandiri.org/2017/02/17/10-hak-anak-berdasarkan-konvensi-hak-hak-

anak-pbb-tahun-1989/diakses pada hariselasa 8 juni 2022 pukul 08.00 wit 

https://www.anakmandiri.org/2017/02/17/10-hak-anak-berdasarkan-konvensi-hak-hak-anak-pbb-tahun-1989/
https://www.anakmandiri.org/2017/02/17/10-hak-anak-berdasarkan-konvensi-hak-hak-anak-pbb-tahun-1989/


 
 

Anak berpartisetiapmanusia yang berusia di 

bawahdelapanbelastahunkecuali, berdasarkanundang-undang yang 

berlakuuntukanak-anak, kedewasaantelahdicapailebihcepat. 

BerdasarkanKonvensitersebut, berikut 10 hak yang 

wajibdiberikanorangtuauntukanakyaitu: 

1. Hak UntukBermain 

2. Hak UntukMendapatkan Pendidikan 

3. Hak UntukMendapatkanPerlindungan 

4. Hak UntukMendapatkan Nama (Identitas) 

5. Hak UntukMendapatkan Status Kebangsaan 

6. Hak UntukMendapatkanMakanan 

7. Hak UntukMendapatkan Akses Kesehatan 

8. Hak UntukMendapatkanRekreasi 

9. Hak UntukMendapatkanKesamaan 

10. Hak UntukBerperan Dalam Pembangunan 

Sebagaiorangtua, ketikahak-hakanakinitelahterpenuhi, agar juga 

mengajarkankepadaanakbahwakewajibananakadalahmenghormatiorangtua, 

guru, orang lain, dan juga bangsa dan negara. Anak 

merupakangenerasipeneruscita-

citaperjuanganbangsasertasebagaisumberdayamanusia di masa 

depanmerupakan modal bangsabagipembangunan yang berkesinambungan 



 
 

Hak anakmerupakanhakdasar yang 

harusdipenuhisebagaisuatukebutuhanpenuhuntukmenjalanihidup dan 

menyambut masa depananak, hakdasaranaktelahdisebutkanbahwa :41 

1. Hak Untuk Hidup 

Hak untukhidupanakdisebutkanbahwahakuntukhidupdalam arti 

yang sangat luas, 

dikarenakanmengenaianakberhakmendapatkanmakanan yang 

sehat, air bersih , tempatuntukberteduh , sertamemilikitempat yang 

aman, 

adapunhakuntukmemilikiidentitasbaiknamamaupunpengakuandari 

negara sebagaisuatubangsa yang diakui oleh negara 

haksepertiinibiasanyaterjadi pada anak yang 

lahirakibatdaripernikahansiridari orang tuanya, 

sehinggarumituntukmendapatkanpengakuandari negara  

2. Hak UntukBerkembang 

Hak untukberkembanginidianggaphakanak yang paling 

pentinguntukmembentukkarakteranak, 

halinimemberikanperlindunganberupahakuntukmendapatkanpendi

dikan yang memadaigunamenjalanihidupkemasadepananak, 

sertamemberikanhakuntukistirahat dan 

hakuntukrekreasisertaturutsertadalamkegiatandalambentukapapun 

yang dianggapdapatmenggalipotensianakuntukperkembangannya 

3. Hak UntukMendapatkanPerlindugan 
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Pada 

perkembangananakdiperlukanadanyabentukperlindungandarisemu

aaspekkarenaanakmerupakan orang yang belumcakap dan 

belummemilikinilaipengetahuan yang 

memadaisehinggaperluuntukdilindungi, hakperlindungan yang 

dimaksuddisiniadalahhakdalambentukperlindunganekonomimaksu

dnyaadalahhak yang diberikanuntukmemenuhikebutuhansandang 

dan pangananak, dan hakperlindungandarikejahatanseks salah 

satupenyebabanakmengalami trauma berat dan 

susahuntukberkembangbahwaadanya trauma 

akibatperlakuanpenyimpanganperilakuseksmakadariituanakmerasa

perludilindungidarisegipenyimpanganseks, adapunhak yang 

terpentingdalamhalinihakperlindunganterhadapanakyatimpiatuhali

nibiasanyadisediakan oleh negara dan negara 

memilikikewajibanpenuhuntukmelindungianak-anak yang 

terlantar 

4. Hak UntukBerpartisipasi 

Hak 

untukberpartisipasiinimemberikanbentukpemahamankepadaanaku

ntuktumbuhkembanganakbaikdi lingkungankeluarganya, di 

lingkunganmasyarakat dan 

berpartisipasidalammengeluarkanpendapat, 

sertamendapatkaninformasi dan anak juga 

memilikihakuntukdidengarpendapatnya. 

2.5.3. Perlindungan Anak Dalam PeradilanPidana 



 
 

Perlindugananakbaikanak yang dalamkeadaanpengawasan orang 

tuamaupunanak yang berhadapandenganhukummerupakankewajiban yang 

mutlakbagisemuaintrumenmasyarakatmaupuninstrumenpenyelenggara 

negara, 

perlindugananakdimatahukumditungkandalamsistemperadilanpidanaanakap

abilaadaanak yang berhadapandenganhukum 

Sistemperadilanpidanaanakdi 

indonesiapenaganaNperkaraanaktergolong salah satupenagan yang 

memerlukanperlakuansecarakhsus dan dianggapsulit, 

karenaadanyaperbedaanpenanganperkaradengan orang yang 

sudahdianggapdewasa, prlakuanpenegakhukumterhadapanak yang 

berhadapandenganhukumharusperakukansecarakhususpemahamantersebutdi

aturberadasrkanUndang-Undang yang 

telahmengaturnyasecarakhusushalinimemilkipandagan yang 

berbedasebagiankalanganmasyarakatluaskarenaada yang memahami dan ada 

pula yang belummemahamiapa yang dimaksduperadilanpidanaanak, 

pemahaman yang melauasdi matamasyarakat pada 

umunyaberaggapanbahwaanakdalamperkarapidanadiperlakukansecarakhusu

ssertaada pula yang beranggapanbahwapenaganananak yang 

melakukantindakpidanatidakbolehdipidana 

Yang harusdiluruskan dan 

dipahamibahwadalampenangananmasalahanak yang 



 
 

berhadapandenganhukummemilikidasardalamperlakuan dan 

pemberiansanksinyasebagaimanadiaturdalam:42 

1. “Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 

tentangSistemPeradilanPidana Anak 

2. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 

tentangPerubahanatasUndang-Undang RI Nomor 23 Tahun 

2002 tentangPerlindungan Anak 

3. Undang-UndangRAINombor 17 Tahun 2016 

tentangPenetapanPeraturanPemerintahPenggantiUndang-

UndangNombor 1 Tahun 2016 tentangPerubahanKedua Atas 

Undang-UndangNombor 23 Tahun 2002 tentangPelindungan 

Anak MenjadiUndang-Undang 

4. PeraturanPemerintahNomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum 

Berumur 12 (Dua Belas) Tahun 

5. PeraturanMahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 

tentangPelaksanaan Diversi dalamSistemPeradilanPidana 

Anak 

6. Peraturan Jaksa Agung No. 06/A/J.A/04/2015 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Diversi” 
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2.6. Defenisi Operational  

1. Penegakan Hukum 

adalahupayauntukmenegakkansebuahaturansesuidenganundang-

undang 

2. TindakPidanaadalahperilku yang melanggarhak orang lain dan 

diancamdenganhukumanpidana 

3. KekerasanSeksualadalahperilku yang 

menyimpangmelakukanpelecehanseksualterhadapanak 

4. Anakadalahsesorang yang belumdianggapcukupumur  

5. PencegahanKekerasanSeksualadalahupayabaikpemerintahmaupunma

syarakatdalammecegah agar 

tuidakterjadinyakekerasanseksualterhadapanak 

6. SanksiPidanaadalahsanksi yang 

diberikanterhadappelakukekerasanseksual 

7. Saksi adalah orang yang 

dapatmemberikanketerangangunakepentinganpenyidikan, penuntutan, dan 
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peradilantentangsuatuperkarapidana yang didengarnya, dilihatnya, 

ataudialaminyasendiri. 

8. Visumadalahketerangantertulis yang dibuatdokterataspermintaantertulis 

(resmi) 

penyidiktentangpemeriksaanmedisterhadapseseorangmanusiabaikhidupma

upunmatiataupunbagiandaritubuhmanusia, berupatemuan dan 

interpretasinya, di bawahsumpah dan untukkepentinganperadilan.. 

9. Tersangkaadalahseorang yang karenaperbuatannyaataukeadaannya, 

berdasarkanbuktipermulaanpatutdidugasebagaipelakutindakpidana. 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis Penelitian 

Pada 

penelitianinidigunakanjenispenelitianempirisataubiasadisebutdenganjenispe

nelitianNon Doktrinal yang mana 

penelitianinidiasumsikanuntukmelihatlangsungkejadian yang 

terjadiditengah-tengahmasyarakat, biasa juga 

jenispenelitianiniditafsirkanbahwametode yang menggunakan data 

ataufaktakejadianperistiwahukum yang terjadiditengah-tengahmasyarakat, 

sebagaimanaPenegakan Hukum TindakPidanaKekerasanSeksualTerhadap 

Anak, inimenunjukkanbahwaadanyasebuahperistiwahukum yang 

terjadiditengahmasyarakat, karenaTindakPidanaKesusilaanTerhadap Anak 

harusdilindungi oleh negara  



 
 

Jenis penelitianempirissebagaimana yang diungkapkan oleh Mukti 

Fajar dan Yulianto Achmad bahwapenelitianempirisadalahjenispenelitian 

yang menggunakanfakta-faktaempirisdarisegiperilakumanusiabaiksecara 

verbal maupunsecaranyatasertamelakukanpengamatansecaralangsung.43 

 

 

 

3.2. ObjekPenelitian 

Objekpenelitian yang 

dimaksuddalampenelitianiniadalahTindakPidanakekerasanseksualTerhadap 

Anak yang mana beberapakejadianTindakPidanakekerasanseksualTerhadap 

Anak harusmendapatkanpenyelesaiansecarahukumdenganjelas 

3.3. Lokasi Dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitianmerupakandimanatitikseoranguntukmengambil data 

sertamelakukanpenelitiansecaralangsung, makadariitulokasipenelitian yang 

dimaksudadalah(Polres Gorontalo 

Kota)terdapatTindakPidanakekerasanseksualTerhadap Anak 

sertawaktupenelitian yang direncanakanadalahselama 2 (dua) bulan yang 

dimulaidaribulanagustus 2022sampaioktober 2022sesuaidenganpenelitian, 

namunwaktupenelitianbisasajaberubahsesuaidenganrentanwaktukebutuhan 

data penelitian. 

3.4. Populasi Dan Sampel 

1. Populasi 
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Populasiadalahseluruhataukeseluruhaninstrumen yang 

dapatmemberikaninformasiserta data dalampenelitian, 

baikbendabergerakmaupunbendatidakbergerak, yang memilikikarakteristik 

pada suatubendaatauobjek yang akanditeliti, Pengertianpopulasi juga 

dikemukakan oleh 

sujarwenimengungkapkanbahwapopulasiadalahkesatuan wilayah yang 

didiami oleh objek yang akanditeliti, yang 

memilikikarakteristiksebagaimanauntukpenelitian44Populasi yang 

dimaksud pada 

penelitianiniadalahTindakPidanakekerasanseksualTerhadap Anak 

sertatokohmasyarakat dan pemerhatianak 

2. Sampel  

Sampel adalahbagiandaripopulasi yang 

dapatdianggapmewakilipopulasisebagaimanadalammemberikaninformasi 

dan data dalampenelitian, pengertian Sampel yang diungkapkan oleh 

sugiyonobahwasampeladalahbagiandaridaripopulasi yang 

memilikikarakteristik yang akanditeliti45 

Sampel yang dimaksudadalah 

1. Polisi    : 1 (Satu Orang) 

2. Anak    :1 (Satu) Orang   

Jumlah   : 2 (Dua) orang sampel 

3.5. Sumber Data  

3.5.1. Data Studi Literatur 
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Ini dilakukanmelaluistudidenganmengumpulkanpendapatdari para 

ahlihukum yang dapatdibacadariliteratur, yurisprudensi, majalah, dan 

suratkabar yang berisimasalah yang sedangdipelajari. 

Data studiliteraturyaitumelakukanpengumpulan data 

dengancaramengambilberbagaimacampendapatpakarhukummelaluiberb

agaimacamliteratur,sertakumpulanputusan hakim, dan data dari media 

cetak yang memilikihubungandenganmasalah yang diteliti.46 

3.5.2. PenelitianMelalui Studi Lapangan  

Studi penelitianmelaluistudilapanganyaitumetodepengumpulan data 

yang dilakukanmelaluipengumpulanberbagaimacam data 

darilokasipenelitian yang dianggapsebagaisubjekdaripenelitian 

3.6 Metode Pengumpulan Data  

Yang dimaksuddenganmetodepengumpulan data disiniadalah: 

3.6.1. Pengumpulan Data MelaluiObservasi 

Yaitulangsungmelakukanpenelitiandengancaramelihat dan 

mencermati dan 

mengamatiobjekpenelitiansehinggadapatditariksuatukesimpulan pada 

objekpenelitian 

3.6.2. Pengumpulan Data MelaluiWawancara 

Teknik initergolongteknik yang 

dianggapakuratdikatakanpenelitilangsungkesumbermasalah dan 

subjek yang 

mengetahuisuatumasalahataumelakukanlangsungwawancara yang 
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berhubungandenganobjekpenelitian salah satunyaadalah orang-orang 

yang dianggapberhubungandenganobjekpenelitian 

 

 

3.6.3. Pengumpulan Data MelaluiDokumentasi 

Metode inimelakukanpengumpulan data melaluimetodedokumentasi, 

segalasesuatu yang 

dianggapmemilikihubungandenganobjekpenelitiandilakukanpengump

ulan data melaluidokumentasisebagai salah 

satubuktikesahihansuatupenelitian47 

3.7 Teknik Analisa data  

Metode inidengancaramengumpulkan data berupa data 

sekundermaupun data primer sebagaisumber data penelitian, setelahitu data 

yang telahdikumpulkanakandiolahdenganmetodedeskriptifkualitatif, 

yaitudengancaraberusahamenjelaskansecararinciapasaja yang 

ditemukandalampenelitian48 

Data primer dan data sekunder yang 

dikumpulkandalampenelitianinidikumpulkansecarasistematis dan 

deskriptifuntukanalisiskualitatifdenganmenunjukkanpaparan dan 

memberikanpenjelasanrinci dan terperinci. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1. Tinjauan Umum Lokasi Penelitian 

 Awalnya di Kota Gorontalo Tahun 1960 Kepolisian di kedua 

Daerah Gorontalo yaituKotamadya Gorontalo (Kota Gorontalo) dan 

Kabupaten Gorontalo, hanyasatukantorberkedudukan di Kota Gorontalo 

tepatnya di Kelurahan Tenda yang sekarang di gunakansebagaikantor Sat 

Lantas (Pengurusan SIM), 

Kemudian pada tahun 1978 Kantor Polisi Gorontalo berpisah dua 

yaitu Kantor Polisi Kabupaten Gorontalo denganistilahKomres 1906 

Gorontalo dan kantor Polisi Kota Gorontalo denganistilahKomres 1905 

Gorontalo, 

Komres   1905   Gorontalo   di Pimpin  olehseorangDanres  ( 

Komandan  Resort )   An,Letkol Pol, Sam  ParrangandariTahun  1978  S/d  

1981, denganmembawahi  3 ( Tiga ) Sektor masing  -  masing 

sebagaiberikut; 

a. Komsek 1905-01 Kota Utara 

b. Komsek 1905-02 Kota Selatan 

c. Komsek 1905-03 Kota Barat 

Pada tahun 1982 namaKomres 1905 Gorontalo 

digantidengannamaKoresta 1505 Gorontalo ( Komandan Resort Kota 1505 



 
 

Gorontalo ),Dipimpin oleh Letkol Pol,BintoroMasduchydariTahun 1981 s/d 

1984 

Pada  tahun  1984  istilahKoresta  1505 Gorontalo  

digantidengannamaPolresta  Gorontalo  ( Kepolisian Resort Kota Gorontalo 

) dipimpin  oleh  Letkol  Pol,  Ali   Hanafiah   ( bertugas 6 bulan ) 

TerakhirnamaPolresta Gorontalo digantidengannamaPolres Gorontalo 

dan berdasarkan Keputusan Kapolda Gorontalo nomor; Kep/203/VIII/2012  

tanggal 31 Agustus 2012 Polres Gorontalo menjadiPolres Gorontalo Kota, 

sertamembawahi 7 Polsek masing – masing ; 

- 3PolsekDefenitif (Type Rural) yakni; 

 a,Polsek Kota Utara 

 b,Polsek Kota Selatan 

 c,Polsek Kota Barat 

- 4 PolsekPersiapan (Type PraRural) yakni; 

 a,Polsek Kota Timur 

 b,Polsek Kota Tengah 

 c,PolsekDungingi 

 d,Polsek Kawasan Pelabuhan Gorontalo, 

2, Kantor Polres Gorontalo Kota  

Kantor Polres Kota Gorontalo merupakaninstansi yang 

berperanaktifdalamadministrasipemerintahan, pembangunan dan 

pemasyarakat yang khususnyamelayani, melindungi dan 

mengayomimasyarakat, 

Kantor Polres Gorontalokotaterdiriatasbeberapabagian, satuanfungsi 

dan seksiyaitu; 



 
 

1. Bag Ops; 

2. Bag Ren; 

3.  Bag Sumda;  

4. Sat Intelkam;  

5. Sat Reskrim; 

6. Sat Sabhara;  

7. Sat Lantas;  

8. Sat Binmas;  

9. Sat Tahti dan; 

10. Bagian lain seperti Sium , Sikeur, Sipropam, Sitipol, serta 7 

Polsek sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas sehari-hari  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. BagaimanakahPenegakan Hukum 

TindakPidanaKekerasanSeksualTerhadap Anak 



 
 

Penegakanhukumistilah yang seringdisalahpahami, seolah-olah paling 

efektifberoperasi di dalamsubjekpenegakanhukumatau paling efektif di 

dalamsubjekrepresi. Istilah penegakanhukumdisinimeliputi, masing-masing, 

represif dan preventif. Penegakanhukumadalahkepentingan demi hukum dan 

keadilanbagismasyarakat, karenaitupelakutindakpidanaharussegera di 

lakukanpenangkanapan.  

Dalam penegakanhukumtindakpidanakekerasanseksualterhadapanak di 

wilayah polres Gorontalo Kota melaluibeberapa proses sebagaiberikut: 

4.2.1. Laporan dan Penangkapan 

Penangkapanadalahsuatuperbuatanmelaluipenyidikdalambentukpenaha

nansementaraataskebebasantersangkaapabilaterdapatcukupbuktimakadilaksa

nakanpersidangan pada yang bersangkutan dan sesuaidengan strategi yang 

di aturdalamUndang-undang. 

Penangkapanterhadaptersangkatindakpidanakekerasanseksualterhadap

anakdilakukansetelahpihakpenyidikmendapatkanlaporanpolisi, 

PengertianLaporandapatkitalihat di dalam Pasal 1 angka 24 Undang-

UndangNomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”), 

yaitu: 

Laporanadalahpemberitahuan yang disampaikan oleh 

seorangkarenahakataukewajibanberdasarkanundang-

undangkepadapejabat yang 

berwenangtentangtelahatausedangataudidugaakanterjadinyaperist

iwapidana. 



 
 

Dari pengertian di atas, 

laporanmerupakansuatubentukpemberitahuankepadapejabat yang 

berwenangbahwatelahadaatausedangataudidugaakanterjadinyasebuahperisti

wapidana/kejahatan. Artinya, peristiwa yang 

dilaporkanbelumtentuperbuatanpidana, 

sehinggadibutuhkansebuahtindakanpenyelidikan oleh pejabat yang 

berwenangterlebihdahuluuntukmenentukanperbuatantersebutmerupakantind

akpidanaataubukan. Kita sebagai orang yang 

melihatsuatutidakkejahatanmemilikikewajibanuntukmelaporkantindakanters

ebut 

 laporantindakpidana, Pasal 108 ayat (1) dan ayat (6) 

KUHAP berbunyi: 

Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan 

ataumenjadi korban peristiwa yang 

merupakantindakpidanaberhakuntukmengajukanlaporanataupeng

aduankepadapenyelidik dan ataupenyidikbaiklisanmaupun 

tulisan; 

TABEL 1 

DATA LAPORAN DAN PENAHANAN 

NO PENEGAKAN HUKUM 2021 2022 JUMLAH 

1 LAPORAN 29 23 52 

2 PENAHANAN 25 18 43 

SUMBER DATA: POLRES GORONTALO KOTA 

Berdasarkan data diataspenegakanhukum pada tahaplaporan yang 

dimanaawalsuatunyapenegakanhukumpada Tahun 2021 terdapat 29 laporan 



 
 

yang masukterkaittindakpidanakekerasanseksualterhadapanak dan yang 

sudah di proses di tahappenahananada 25 kasus ,sedangkan pada Tahun 

2022 laporan yang masukada 23 kasus dan sudah di 

tahappenahanantersangkaada 18 kasus. Setelahsaksiatau korban 

kekerasanseksualterhadapanakmelaporkankejadiantersebut. Kemudian, 

penyidikmemperposeslaporantersebutdenganmelakukanpenangkapandan 

penahananterhadaptersangka yang 

didugatelahmelakukanpelecehanseksualterhadapanakuntuk di 

lakukanpemeriksaanlebihlanjutuntukmengetahuiapakahtersangkaterbuktimel

akukantindakpidanakekerasanseksualatautidak. Penahanan di 

lakukanketikaterdapatbukti dan ditakutkantersangkaakankaburatauhilang 

dan penahanandilakukan oleh 

pihakpenyidikditakutkantersangkaakanmenghilangkanbukti-bukti, 

jikaterbuktimakapihakkepolisianakanmelangkahketahapselanjutnyaialahtaha

ppenyidikan 

Setelahmenerimalaporanataupengaduan, 

penyidikharusmemberikansurattandapenerimaanlaporanataupengaduankepa

da yang bersangkutan. 

4.2.2 Penyelidikan dan Penyidikan 

Pelaksanaanpenyelidikandilaksanakanketikadiketahuibahwasuatuper

istiwa yang terjadididugatindakpidana. 

Setelahdiketahuinyabahwaperistiwatersebut yang 

terjadiadalahtindakpidanamakadilaksanakanpenyidikan. 

MenurutpetunjukpelaksanaanNomor Polisi: JUKLAK/04/II/1982 Tentang 



 
 

Proses PenyidikanTindakPidanaangkaromawi III 

mengenaipenggolongankegiatan-

kegiatanpokokdalamrangkapenyidikantindakpidanadalamJuklakinidapatdigo

longkansebagaiberikut: 

a. Penyidikan 

b. Penindakan 

c. Pemeriksaan 

d. Penyelesaian dan penyerahanberkasperkara 

SedangkanmenurutPasal 7 ayat (1) KUHP 

sebagaipedomandalammelaksanakan proses penyidikanyaitu:  

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang 

adanya tindakpidana. 

b. Melakukan tindak pidana pada saat di tempat kejadian.  

c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda 

pengenal diritersangka. 

d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan 

penyitaan. 

e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.  

f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang. 

g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai 

tersangka atausaksi. 

h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam 

hubungannya dalampemeriksaan perkara. 



 
 

i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung 

jawab 

 

TABEL 2 

DATA PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN 

NO PENEGAKAN HUKUM 2021 2022 JUMLAH 

1 PENYELIDIKAN 10 5 15 

2 PENYIDIKAN 19 18 37 

SUMBER DATA: POLRES GORONTALO KOTA 

Berdasarkan data 

diatasbahwapenegakanhukumtindakpidanakekerasanseksualterhadapanak di 

wilayah polres Gorontalo kota pada Tahun 2021 tapahpenyelidikanterdapat 10 

kasussedangkan yang sudah di tahappenyidikanada 19 kasus. Dan pada di Tahun 

2022 tahappenyelidikanada 5 kasussedangkan yang sudah di 

tahappenyidikanterdapat 18 kasus. Pada proses 

penyelidikanmerupakantahapdimanaapakahbetuladanyatindakpidanakekerasansek

sualataubukanmerupakantindakpidana. Di 

tahapinipenyidikmelakukanpenyelidikandengancaramengumpulkanbuktiuntuktind

akpidanakekerasanseksualdapatdikatakanbuktidenganhanya korban 

melakukanvisum et repertum. Setelahmendapatkanvisum dan 

betultelahterjadikekerasanseksualmakapenyidikmelakukanpenggeledahan dan 

pemeriksaanuntukbisaketahappenyidikandimana di 

tahappenyidikaninisudahadanyaunsurtindakpidana yang terjadi. 



 
 

Sebuah proses penyidikantindakpidanadiawalidenganpenanganan 

tempatkejadianperkara yang baik dan benarsertamemenuhiprosedur dan 

ketentuanpenyidikan yang berlaku. Tindakan pertamaditempatkejadiaperkara 

adalahtindakankepolisian yang 

harusdilaksanakansegerasetelahterjadinyaindakpidanauntukmelakukanpertolongan 

dan perlindungankepada korban atau 

anggotamasyarakat, penutupan dan pengamanantempatperkara. Suatutindak 

pidanadapatdiketahuimelaluilaporan, pengaduan, tertangkaptanganataupun 

diketahuilangsung. 

Dalam kasuskekerasanseksual yang diaturdalam KUHAP, 

memerlukanketelitiantinggimulaidaripenyidik. Karena 

kasuskekerasanseksialbiasanyatidakada yangmelihat, yang hanyasaksi korban, 

adakeengganandari korban untukmelapor dantempatkejadian yang 

jauhdarikantorpolisisehinggamenyulitkanpolisiuntuk 

memperolehalatbukti. Akibatnyabarangbuktidapathilangdenganseketika dan 

masyarakatkurangmemilikipengetahuanbagaimanamenyimpanalatbukti 

Berdasarkandenganbapak Muhammad Nauval Seno selakupenyidik di 

Polres Gorontalo Kotawawancaradenganmenjelaskanbahwa: 

“PentahapanpenyidikanPolres Gorontalo Kota proses penyidikantindak 
pidanakekerasanseksualantara lain meliputibeberaparangkaiankegiatanmulaidari 
diketahuinyaperistiwapidana, tindakanpertama di TKP, pemeriksaanterhadap 

saksi korban dan dimintakanvisum et repertumkepadadokter, pemeriksaan 
terhadapsaksi dan pemeriksaanterhadaptersangka, penangkapan, penahanan, 
samadenganpemberkasansertapenyerahanberkaskeKejaksaan Negeri” 

 

Lebohlanjut di jelaskanlagiwawancara olehbapak Muhammad Nauval 

Seno selakupenyidik di Polres Gorontalo Kota: 



 
 

“Tahappertamamengadakanpencarianpelakuatautersangkadenganm

emintaketerangandarisaksimataatau yang diadengarataulihatsendiri. 

Tahapkeduapencarianbarangbuktimenggunakanmetode yang 

disesuaikandengankeadaaantempat, jumlahpetugas dan 

pengumpulanbarangbukti. Pengambilan dan 

pengumpulanbarangbuktiharusdilakukandengancara yang 

benarsesuaidenganbentukataumacambarangbukti yang diambil yang 

dapatberupapadat, cair, gas. Pengambilan danpengumpulan, menganalisa, 

mengevaluasi, petunjuk-petunjuk, keterangan danbuktisertaidentitastersangka” 

 

Pada dasarnyapenyidikPolres Gorontalo Kota melakukantindakan-

tindakan yang dilakukan di TKP meliputi: 

a. Pemotretanumum (Genral Observation) 

b. Pemotretan dan pembuatansketsa 

c. Penanganan korban 

d. Pengaganbarangbukti 

Pemeriksaan yang dilakukanpenyidikuntukmendapatkankeetrangan, 

kejelasan dan keidentikkantersangka, saksiahli dan 

ataubarangbuktimaupuntentangunsur-unsurtindakpidana yang telahterjadi, 

sehingga, kedudukanatauperananseseorangmaupunbarangbukti di 

dalamtindakpidanatersebutmenjadijelas dan dituangkan di dalambentuk 

Berita Acara Pemeriksaansebagai tulisan yang bersifatotentik, dibuat di 

dalambentuktertentu oleh penyidikataupenyidikpembantuatasketerangan 

yang sesungguhnya yang disampaikan oleh tersangka dan 

selanjutnyaakandiberikankesempatanuntukmelihatkembaliapa yang 

sudahditerangkan oleh tersangka. 

Penyidikan mendapatkan pembuktian yang sesuai dengan undang-undang 

yaitu pembuktian adalah merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam 

sidang pengadilan. Pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi 



 
 

penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan oleh undang-

undang, untuk membuktikan kesalahan yang disangkakan kepadanya. Pembuktian 

juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-

undang yang boleh dipergunakan hakim untuk membuktikan kesalahan yang 

didakwakan. 

Pemeriksaan harus cepat dilakukan oleh karena bukti-bukti dari tindak 

pidana kekerasanseksualmudah hilang. Bukti tersebut dapat berupa luka atau 

cedera 

yang khas yang menunjukan bahwa luka atau cedera tersebut terjadi akibat 

kekerasan yang bukan suatu kecelakaan dan juga bukan karena penyakit. Hal 

penting lainnya adalah bahwa bukti adanya kekerasan tindak pidana 

kekerasanseksual 

tersebut harus relevan dengan keterangan yang diberikan oleh saksi korban. Suatu 

luka memar atau lecet kecil di daerah pipi, leher, pergelangan tangan atau paha 

mungkin tidak khas atau tidak bermakna dari segi kedokteran, namun bagi hukum 

apa bila relevan dengan riwayat terjadinya peristiwa, seperti ditampar, dicekik, 

dipegangi dengan keras atau dipaksa direnggangkan pahanya. Adanya sindroma 

mental tertentu dapat mendkung relevansi temuan bukti fisik tersebut dari 

sisipsikologi apalagi kalo terjadi pada anak dibawah umur akan sangat kelihatan 

bagitu juga terlihat dari daerah kemaluan anak tersebut. 

Tindakan selanjutnya adalah melakukkan usaha-usaha untuk 

mendapatkan 

keterangan lebih lanjut untuk membuat terang suatu perkara tersebut, penyidikan 

dapat melakukan tindakan atau alat pemaksa untuk mencari kebenaran yang 

selengkap-lengkapya seperti penangkapan, penggeledahan badan, pemasukan 



 
 

rumah, penyitaan, dan pemeriksaan surat-surat peristiwa yang merupakan tindak 

pidana. Kemudian melakukan pemanggilan terhadap tersangka atau saksi, 

pemanggilan tersebut adalah kegiatan penindak tindak pidana untuk mengadirkan 

tersangka atau saksi kehadapan penyidik guna dilakukan pemeriksaan 

dalamrangka memperoleh keterangan-keterangan dan petunjuk mengenai tindak 

pidana 

yang terjadi. 

Saksi yang diperiksa pertama kali adalah korban yang menjadi saksi. 

Selanjutnya saksi-saksi yang hadir ini hendaknya dicegah jangan sampai 

berhubungan satu sama lain sebelum memberikan keterangan di depan sidang. 

Hal ini untuk menghindari agar jangan sampai mereka saling mempengaruhi. 

Apabila saksi sudah dipanggil secara sah tidak hadir maka hakim ketua dapat 

memerintah supaya saksi dipaksa untuk dihadapkan di depan sidang. 

Sebelum saksi memberikan keterangan ia wajib mengangkat sumpah/janji 

menurut agamanya masing-masing. Bahwa ia akan memberikan keterangan yang 

sebenar-benarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya. Jadi hanya keterangan 

saksi yang diberikan di bawah sumpah sajalah yang mempunyai nilai pembuktian 

dan mengikat hakim. Setelah itu dilakukan pemeriksaan tersangka oleh penyidik 

atau penyidik pembantu yang merupakan bagian pentahapan dari penyidikan 

dalam rangka untuk mengumpulkan keterangan dan petunjuk-petunjuk yang 

berguna bagi pengungkapan suatu peristiwa pidana yang telah terjadi. Dalam 

melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penyidik harus selalu membacakan 

hak-hak tersangka dan penyidik selalu menanyakan apakah dalam pemeriksaan ini 

tersangka mau didampingi oleh penasehat hukum. Apa bila tersangka sudah 

mengerti hak-haknya dan pada pemeriksaan tersebut tidak mau didampingi oleh 



 
 

penasehat hukum maka penyidik tim pelayanan khusus dibuatkan berita acara 

penolakan didampingi penasehat hukum dan sekaligus dibuatkan 

pernyataanbahwa tersangka sudah dibacakan hak-haknya serta tidak mau 

didampingi oleh 

penasehat hukum dalam pemeriksaannya. 

Penyelidikan dan penyidikan adalah hal yang sangat penting dalam 

hukum 

acara pidana, sebab dalam pelaksanaannya sering kali harus menyinggung derajat 

dan/atau maartabat individu yang berada dalam persangka, oleh karena itu salah 

satu semboyan penting dalam hukum acara pidana adalah hakikat penyidikan 

perkara pidana adalah untuk menjernihkan persoalan, untuk mengejar sipelaku 

kejahatan, sekaligus menghindarkan orang yang tidak bersalah dari tindakan yang 

tidak seharusnya. 

Berdasarkanwawancaradenganbapak Muhammad Nauval Seno selaku 

penyidik di Polres Gorontalo Kotamengatakanbahwa: 

“Penyidik juga dapat melakukan rekonstruksi atau tindakan lain yang 
dilakukan, dimana setiap melakukan tindakan tersebut diatas harus berdasarkan 

surat perintah atasan yang berwenang dan atas tindakan tersebut harus 

dibuatkan 

berita acaranya. Setiap kejadian kasus tindak pidana kekerasanseksual (kami) 

pihak 
kepolisian Polres Gorontalo Kota selalu melakukan metode penyelidikan dan 

penyidikanyang sama agar dapat bisa membedakan setiap modus-modus 

kekerasanseksualyangterjadi di Kota Gorontalo” 

 

Jika penyidik berpendapat bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan 

tindak pidana maka penyidikan di hentikan demi hukum pemberhentian 

penyidikan ini diberitahuan kepada penuntut umum dan kepada 

tersangka/keluarganya. Atas pemberhentian penyidikan tersebut, jika penuntut 

umum atau pihak ketiga yang berkepentingan, dapat mengajukan 



 
 

praperadilankepada pengadilaan negeri yang akan memeriksa sah atau tidaknya 

suatu 

pemberhentian penyidikan. Jika Pengadilan Negeri sependapat dengan penyidik 

maka penghentian penyidikan sah adanya tetapi jika Pengadilan Negeri tidak 

sependapat maka penyidikan wajib dilanjutkan. 

Pemeriksaan tersangka menurut KUHAP pokok pangkal pemeriksaan di 

hadapan penyidik ialah, dari tersangkalah di peroleh keterangan tentang peristiwa 

pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi, sekalipun tersangka yang menjadi titik 

tolak pemeriksaan, terhadapnya harus diberlakukan asas akusatoir. Tersangka 

harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat martabat. Dia 

harus di nilai sebagai subjek, bukan sebagai objek. Yang diperiksa bukan manusia 

tersangka. Perbuatan tindak pidana yang di lakukannyalah yang menjadi objek 

pemeriksaan 

Penyidikan tindak pidana kekerasanseksualyang dilakukan oleh resor 

kepolisianharus melihat ketentuan yang sudah tertulis didalam undang-undang. 

Dengandemikian hasil dari penyelidikan yang didapat dari tempat kejadian 

perkara atautempat tindak pidana pencabulan itu terjadi tidak di rubah dari apa 

yang terdapatdidalam proses pembuktian. 

4.2.2. Tahap 1 dan Tahap 2 (Jaksa Penuntut Umum) 

Penyidiktelahselesaimelakukanpenyidikanselanjutnyapenyidik 

menempuhprosedurpenyerahanberkasperkaranyakepadapenuntutumum. 

Setelahpenuntutumummenerimahasilpenyidikandaripenyidikmengenaikasustindak

pidanakekerasanseksual, iasegeramempelajari, memeriksa dan menelitinya 

dandalamwaktutujuhhariwajibmemberitahukankepadapenyidikapakahhasil 



 
 

penyidikanitusudahlengkapataubelumsetelahitupenuntutumumsegera 

memeriksa dan menelitiapakahmungkinsudahtepatsesuaidenganseluruhbukti-bukti 

yang diperoleh 

Dalam halhasilpenyidikanternyatabelumlengkap, makapenuntutumum 

mengembalikanberkasperkarakepadapenyidikdisertaipetunjuktentanghal 

yang harusdilakukanuntukdilengkapi. Dalam waktuempatbelasharisejak 

tanggalpenerimaanberkas, penyidikharussudahmenyampaikankembaliberkas 

perkaraitukepadapenuntutumum. 

Setelahpenuntutumummenerimakembalihasilpenyidikan yang 

lengkapdaripenyidik, makaiasegeramenentukanapakah 

berkasperkaraitusudahmemenuhipersyaratanuntukdapatatautidak di adakan 

penuntutan. Selanjutnyaapabilapenuntutumumberpendapatbahwapenuntut 

dapatdilakukandalamwaktusecepatnya, iamembuatsuratdakwaan. 

Pada dasarnya Lembaga Kejaksaanituberperanmelakukantindakan-

tindakanpreventif yang bertujuanuntukmeniadakangejala-gejala yang mengarah 

terjadinyatindakpidana yang menimbulkangangguanterhadapkeamanan dan 

ketertibanumum. Dalam perspektifsistemperadilanpidana, peranan Lembaga 

Kejaksaan sangat jelassebagaibagiandarisistemperadianpidana. Peran 

kejaksaansebagaisubstansidarisistemperadilanpidana yang terdapatdalam 

peraturanperundang-undangan yang berlakusaaiinibaikdalam Kitab 

UndangUndang Hukum Acara PidanamaupundalamUndang-UndangKejaksaan 

No. 16 

Tahun 2004 yaitusebagaipenyidik dan penuntutumum. 

TABEL 3 



 
 

DATA TAHAP I DAN TAHAP II 

NO PENEGAKAN HUKUM 2021 2022 JUMLAH 

1 TAHAP 1 8 10 19 

2 TAHAP 2  21 13 33 

SUMBER DATA: POLRES GORONTALO KOTA 

Berdasarkan data 

diataspenegakanhukumtindakpidanakekerasanseksualterhadapanak di wilayah 

Polres Gorontalo Kota Tahun 2021 pada Tahap I terdapat 8 kasus dan yang sudah 

di Tahap II ada 21 kasus. SedangkanTahun 2022 pada Tahap I ada 10 kasus dan 

untukTahap II ada 13 kasus. 

Setalahmendapatkanlaporanataskekerasanseksualterhadapanakmakapihakpenyidik

memproseskasustersebutmelakukanpenangkapan, penahanan, penyelidikan dan 

penydikan. Setelahsemuanyadilakukangelarperkara, pemeriksaansaksi, dan bukti-

buktiterlahterkumpulmakapenyidikakanmenyerahkanberkasperkarake Jaksa 

Penuntut Umum di kejaksaan yang biasadisebutTahap I. 

Sesuaidenganperaturanjaksa agung PER-036/1/JA/09/2011, Pasal 1 angka 6. 

Tahap I 

penyidikantindakanpenyerahanberkasperkaradaripenyidikkepadajaksapenuntutum

umuntukdilakukanpenelitian. Jika 

jaksapenuntutumummerasaberkasperkaratersebutbelumlengkapmaka Jaksa 

penuntutumummengembalikanberkasperkaratersebutkepenyidikuntukdilengkapi. 

Setelahlengkapmakajaksapenuntutumummengeluarkankodebahwaberkasperkarate

rsebuttelahlengkap yang biasa di sebut P-21. Berkasperkara yang telahdinyatakan 

P-21 ataulengkapmakapihakpenyidikmenyerahkantersangka dan 



 
 

barangbuktikepadapihakkejaksaanuntukselanjutnyadisidangkan di 

pengadilanataudisebutdenganTahap II. 

Bapak Muhammad Nauval Seno Selakupenyidik di Polres Gorontalo 

Kotamengatakan: 

“Pengajuanperkara dan pembuatansuratdakwaansepenuhnyaadalah 
wewenangjaksaselakupenuntutumum. Sebagaipedomanpengajuan oleh jaksa 
perlumemperhatikansepenuhnyasyarat yang ditetapkandalam Kitab 

UndangUndang Hukum Acara Pidana yang diaturdalamPasal 134.” 

Di dalampelaksanaantentang proses penyidikantindakpidana, di sebutkan 

bahwajaksaadalahsebagaialatnegerapenegakhukum, yang berkewajibanuntuk 

memeliharategaknyahukum, keadilan dan perlindunganterhadapharkat dan 

martabatmanusia, sertaketertiban dan kepastianhukum. Dengan demikianjaksa 

berperansebagaipenegakhukum yang melindungimasyarakat. Dalam rangka 

pelaksanaantugasnyamembinakeamanan dan ketertibanmasyarakat, jaksa 

berkewajibandengansegalausaha, pekerjaan dan 

kegiatanpenegakanhukumkepadaseorangterdakwa. 

Tetapidalamusahatersebutharusberdasarkan 

ketentuan dan peraturanperunndang-undangan. 

4.3. Faktor apakah yang menghambat Penegakan Hukum Tindak 

Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak 

Dalam 

melakukanpenegakanhukumtindakpidanakekerasanseksualpihakkepolisia

nmengalamibeberapafaktorpenghambatsehinggapenegakanhukumtindakpi

danakekerasanseksualterhadapanaktidakberjalanmaksimalBeberapafaktor

penghampat yang dialamipihakkepolisianPolres Gorontalo Kota 



 
 

dalammelakukanpenegakanhukumtindakpidanakekerasanseksualdiantaran

ya: 

4.3.1. Faktor Saksi-Saksi Dalam Pemeriksaan 

MenurutpetugaspenyidikPolresAsahandalamkasuspencabulanini 

sulitmendapatkansaksikarenatidakada yang melihatsecaralangsung dan 

mendengarsecaralangsungkejadian yang sebenarnyaterjadi. Pada saat 

melakukanpencabulan pada 

anakdibawahumursipelakumelakukannyadengan 

cara diam-diam tanpadiketahui oleh siapapun 

BerdasarkanwawancaradenganBapak Muhammad Nauval 

Senoselakupenyidik di Polres Gorontalo Kotamenjelaskanbahwa: 

“Dalam menyelesaikanperkaramembutuhkansaksiuntukmendapatkan 
keteranganuntukmengungkapsuatuperkara. Kasus yang terjadi di 

PolresGorontalo initidakada yang 

melihatsecaralangsungkejadiankekerasanseksualterhadapanakini. Saksi 

yang ditunjukyaitumasyarakatkurangmengetahuihukum. Jadi 

tidakmaumendatangiPolresuntukmemberikanketerangan. Saranadan 

fasilitas juga tidakmendukungpenegakanhukum, yaitulokasi yang 

biasanyadigunakanpelakukekerasanseksualterhadapanak juga 

merupakanpenghambatbagipihakkepolisiandalammengungkaptindakpidana

kekerasanseksualterhadapanak, karenadalamruangtersebuttidakada orang 

selain korban dan pelakuitusendiri” 

 

Faktor masyarakatyaituresponlingkunganterdekat dan masyarakatluas 

menanggapianak yang menjadi korban kekerasanseksualadalahanak yang 

telah 

ternodai, buruk, mempermalukankeluarga, pembawasialatautidak punya 

masa 

depansehinggaanak juga akanmemperoleh dan mengembangkangambaran 

negatiftentangdirinyasendiri. Undang-undanghukumpidana juga 



 
 

menyatakan 

bahwa korban harusbisamenghadirkansaksisekurang-kurangnya 2 (dua) 

orang 

saksidalam proses perkaratersebut. 

Umumnyaperbuatankekerasanseksualdilakukandalamlingkungantertutup 

dan terbatas, ataukalaupunterbukahanyasedikit orangyang 

maudijadikansaksiataskejadiantersebut, 

sehinggamasalahpelecehanseksualseringkalimengakibatkankerugianbagi 

korban dari pada sipelaku,bahkantidakjarangkarenatekanantertentu 

4.3.2. Faktor Pelaku/Tersangka 

Berdasarkanwawancaradengan Bapak Muhammad Nauval Seno 

selakupenyidik di Polres Gorontalo Kotamengatakanbahwa: 

“Tersangkatindakpidanakekerasanseksual yang terjadi di 
PolresGorontalo Kotatidakmengakuibahwadia yang 

melakukankekerasanseksualterhadapanak di bawahumur yang menjadi 

korban. Hal inimembutuhkankerjakeraspenyidikuntukmengumpulkanbukti-

buktitentangperkaratersebut. Tersangkajuga 

bisamelarikandirisehinggapolisisulituntukmelacakkeberadaantersangkakar

enapelakusudahtidakbertempattingal di alamatsebenarnya, 

jadimembuatpolisisulituntukmemeriksatersangaka. Jawabanterdakwa juga 

berbelit-

belitdalammemberikanketerangankarenabiasanyaterdakwamenutupifakta 

yangsebenarnyasehinggajawabannyaseringtidakjujur dan 

menjawabpertanyaansecaralugas.” 

 

Tersangka yang sakitatau pura-pura sakituntukdilakukanpenahanan 

bagiterdakwa yang dirawatnginap di rumahsakit di luarrumahtahanan negara 

atasizininstansi yang berwenangmenahan pada angka 3 disebutkanbahwa 

“Padahakikatnyaapabilaterdakwakarenasakit yang dideritanyabenar-benar 

memerlukanperawataninap di rumahsakit, iadalamkeadaantidakditahanpun 

akanmenjalaniperawatan yang sama. Bagi terdakwa yang benar-benarsakit, 



 
 

tindakadatujuantertentu yang 

dihubungkandenganperhitungantenggangwaktu 

penahanan yang secaraketatdiaturdalam KUHAP, kecualisebagaisuatuhal 

terpaksadijalan yang bisaberakibathilangnyasuatuhakkesempatan dan 

sebagainya 

4.3.2. Faktor Bukti (Visum Et Repertum) 

Korbankekerasanseksualharusmelakukanpemeriksaanmedisataudisebu

tvisum et repertumdiartikansebagailaporantertulisuntukkepentinganperadilan 

(pro yustisia) ataspermintaanpihakkepolisianterhadapsegalasuatu yang 

dilihat dan ditemukanpada pemeriksaanbarangbukti. 

Pembuktianterhadapunsurtindakpidanakekerasanseksualdarihasilpemeriksaa

n yang termuatdalamvisum et repertum,menentukanlangkah yang 

diambilpihakkepolisiandalammengusutsuatukasuskekerasanseksual. 

Bersesuaidenganwawancara Bapak Muhammad Nauval Seno 

selakupenyidik di Polres Gorontalo Kotamenjelaskan: 

“Bukti visum et repertumbagisebagian orang 

masihdianggapsebagaihal 
yang tabu dan sulitdimengerti, 

namunsesungguhnyabuktivisummerupakanalatbukti yang 

memilikikedudukan yang paling 

pentinguntukmembuktikanadanyasuatutindakpidana, terutama di 

dalamilmukedokteranforensiksendirihasilvisumbiasanyadisebutsebagaivisu

m et repertum. Ilmukedokteran 

forensik/kehakiman, yaituilmukedokteran yang di 

aplikasikanuntukkepentinganperadilan” 

 

TerkaitdenganadanyaVisum et Repertumtersebutmemangtidak 

tertuangsecarakhusus di dalam KUHAP, dimana KUHAP mengatur di 

dalam 

Pasal 184 yang memuatmengenaialatbuktiapasaja yang dapat di ajukan di 



 
 

persidangan. Yang mana Pasal 184 KUHAP hanyamencantumkansurat, 

petunjuk, keteranganahli, keterangansaksi dan yang atamaadalahketerangan 

Dari terdakwa. 

Visumadalahhalinidapatdimasukankedalamalatbukisuratdimanahasilvisumm

erupakansuatualatbuktiotentikadanyasuatukekerasanfisik yang terjadi, 

penyebabterjadinyakekerasan, disebabkan oleh 

bendaapalukaataulebamtersebut dan seberapabesarluka yang adatersebut. 

Adanya tindakkekerasan yang dilakukandenganalatbuktivisum 

memang sangat diperlukandalampersidangan, 

alangkahbaiknyajikahasilvisum 

dilakukansesegeramungkinsetelahkekerasantersebutterjadi. Hal ini 

dikarenakantanda-tandakekerasancepatataulambatpastiakansembuhdengan 

kemungkinanterburuknyalukatersebutakanhilang. Dengan 

hilangnyalukaatau 

lebamtersebutakanmenyulitkanpihakaparatpenegakhukumdalam 

membuktikanadanyatindakpidana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan  

1. Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap 

Anakdiantaranyayaitu pada tahapawalmembuatlaporan di 

kepolisianbahwaterjaditindakpidanakekerasanseksualsetelahitupihakke

polisianakanmemproseslaporantersebutdengantahappenyelidikanyaitu

mencaribukti dan tersangka yang 

didugamelakukankekerasanseksualsetelahmelakukanpenyelidikan dan 

terbuktimakapenyidikakanmelakukanpenyidikanhinggaketahap 1 dan 

tahap 2 kejaksapenuntutumum 

2. Faktor yang menghambat Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan 

Seksual Terhadap Anakdiantaranyafaktorsaksi-saksi yang melihat, 

merasakanataumendengarkejadiankekerasanseksual, 

faktorpelakuatautersangka yang 

saatdiperiksaberbelatbelitmempersulitdalampenyidikan dan 

faktorbuktivisum yang masihawamdiketauhi oleh masyarakat yang 

merupakan salah satubukti yang 

kuatdalamtindakpidanakekerasanseksual. 



 
 

5.2. Saran  

1. Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak 

Adalah harusnyadilakukanLaporan Polisisecapatya agar pelaku dan 

korban mendapatkankepastianhukum dan sanksi  

2. Diperlukanyaedukasi oleh 

pemerintahdaerahuntukmemerangiperilakutindakpidanakekerasansek

sual 
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